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Abstrak 

 

Penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan di PT>.Cakra Satya 

Internusa (CSI) Sidoarjo yang berjudul “Implementasi Pengupahan PT.Cakra 

Satya Internusa (CSI) Terhadap Karyawan Gapura Angkasa Di Sidoarjo Dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan” penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tentang 

bagaimana penerapan pengupahan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) terhadap 

karyawan Gapura Angkasa dan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan 

UU. No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode diskriptif analisis, yaitu 

memaparkan data-data dan informasi tentang masalah upah yaitu mengenai 

praktik pengupahan oleh PT.Cakra Satya Internusa terhadap Karyawan Gapura 

Angkasa di Sidoarjo secara sistematis disertai dengan analisis hukum Islam dan 

UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Dari penelitian tersebut penulis mendapatkan bahwa penerapan 

pengupahan yang dilakukan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) disebabkan karena 

terjadinya system error atau human error yang terjadi di perusahaan, 

terhambatnya di proses penarikan dalam hal pembiayaan PT.Cakra Satya 

Internusa (CSI) kepada mitra kerja atau Gapura Angkasa yang menggunakan jasa 

karyawan tersebut. Kendala itu lah yang sering kali menjadi hambatan PT.Cakra 

Satya Internusa (CSI) dalam proses memberikan gaji kepada Karyawan Gapura 

Angkasa yang menjadi tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Namun 

tanggung jawab tetaplah tanggung jawab yang harus perusahaan lakukan karena 

perusahaan memiliki kewajiban atas hidup para pekerja. Menurut hukum Islam 

dan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa, 

PT.Cakra Satya Internusa (CSI) tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian 

dalam memberikan upah terhadap Karyawan Gapura Angkasa tersebut, sifatnya 

karena terpaksa. Meski begitu para karyawan tidak terima atas perlakuan seperti 

itu, hak mereka juga tidak segera diberikan. Maka diharamkannya dalam hukum 

Islam dan Undang-Undang No.13 tahun 2003 karena menyimpang dari aturan 

yang sudah dipaparkan dalam Undang-Undang. 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis berharap agar setiap 

pengusaha memberikan kebijakan kepada mitra kerjanya untuk membayar 

pembiayaan secara tepat waktu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati 

dan setelah para karyawan menyelesaikan pekerjaannya dengan proses yang lebih 

cepat untuk menghindari keterlambatan pembayaran upah karyawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan dalam keadaan saling membutuhkan dan saling 

melengkapi, tidak mungkin bagi siapapun untuk memenuhi seluruh 

kebutuhannya dengan sendiri tanpa bantuan dari orang lain.
1
 Yang akan 

membutuhkan individu lain untuk kelangsungan hidupnya, saling 

berinteraksi satu sama lain, saling bertukar keperluan yang tidak hanya soal 

materi saja melainkan juga jasa, keterampilan dan keahlian. 

Menurut Ahmad Azhar Basyir, disadari atau tidak untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.
2
 

Seperti perintah Allah dalam firmanNya: 

ثْرْ وَآلْعُدْوَانر  قْوَى وَلاتََ عَاوَنوُاْعَلَى آلْْر ِّ وَآلت َّ  وَتَ عَاوَنوُاْعَلَى آلْبِر

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 

taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran...” (Q.S Al-Maidah [5]: 2)
3
 

 

Allah memerintahkan kita untuk peduli dan sikap tolong menolong 

terhadap orang lain tanpa merugikan dan menyulitkan diri sendiri. Dan 

setiap manusia di dunia sudah memilik porsi sendiri-sendiri dari Allah untuk 

                                                           
1
 Muhammad Arifin bin Badri Sifat Perniagaan Nabi ; Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam, 

(Bogor: Darul Ilmi Publising, 2012), 1. 
2
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11. 

3
 Ahmad Sholihin, Al-Qur’an Tafsir bil Hadis (Bandung, Cordoba, 2013) 106. 
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memanfaatkan apa yang ada di dunia sebagai kelangsungan hidup. Seperti 

firman Allah dalam QS. Az-Zukhruf ayat 32: 

مُونَ رَحَْْتَ رَبِّكَ نََْنُ قَسَمْنَا  نْ يَا  وَرَفَ عْنَا بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ أهَُمْ يَ قْسر نَ هُمْ مَعريشَتَ هُمْ فِر الَْْيَاةر الدُّ بَ ي ْ
َّا يََْمَعُونَ  رٌ مِر ذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا سُخْرريًّا  وَرَحَْْتُ رَبِّكَ خَي ْ  بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ لريَتَّخر

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 

dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas 

sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih 

baik dari apa yang mereka kumpulkan.”
4
 

Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka 

membutuhkan sebagian lainnya, mereka butuh kepada binatang untuk 

kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai perlatan untuk digunakan 

dalam kebutuhan hidup mereka, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.
5
 

Maka dari itu Allah mensyariatkan umat manusia untuk bekerja demi 

kelangsungan hidup mereka di dunia selain itu bekerja merupakan suatu 

ibadah yang akan terhitung di akhirat. 

Dalam hal ini perlu diterangkan antara pemberi pekerjaan dan 

penerima pekerjaan yang mana diantara kedua belah pihak ini akan 

menciptakan suatu kontrak perjanjian kerja secara tertulis dalam waktu yang 

disepakati sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara orang perorang pada 

satu pihak dengan pihak lain sebagai majikan untuk melaksanakan suatu 

                                                           
4
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Waqaf & Ibtida’ Qur’an Suara Agung (Jakarta: PT.Suara 

Agung, 2016) 391. 
5
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah; 13, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), 11. 
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pekerjaan dengan mendapatkan upah.
6
Suatu kontrak atau perjanjian harus 

memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal 

tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian 

tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi 

para pihak yang membuatnya.
7
 

Selain syarat yang sudah disebutkan dalam KUHPerdata tersebut, 

ada syarat lain untuk memenuhi syarat sahnya suatu kontrak perjanjian 

didalam pembuatan kontrak yaitu mengenai obyek, subyek dan isinya yang 

akan disepakati oleh kedua belah pihak.
8
 Dan didalam perjanjian kerja ada 

kemungkinan untuk dapat diubah, asal dengan kesepakatan kedua belah 

pihak. Perubahan ini tidak boleh dianggap sebagai perjanjian baru, ini berarti 

perjanjian kerja masih terus menerus berlaku hanya isinya yang berubah. 

Sehubungan dengan kemungkinan adanya perubahan dalam perjanjian kerja 

ini maka tidak ada satu pihak pun yang berwenang secara sepihak 

mengadakan perubahan dalam perjanjian kerja.
9
 

Dalam sistem kontrak perjanjian kerjasama yang didalamnya juga 

termasuk sistem pengupahan, yang dimaksudkan dalam hal kerjasama ini 

sebagai suatu saling menguntungkan antara pihak satu dengan pihak lain 

sebagai upaya meningkatkan taraf hidup. Kerjasama yang dilakukan akan 

timbul suatu perjanjian kerja dan pengupahan atau imbalan yang diberikan. 

                                                           
6
 Wiwoho Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT.RINEKA CIPTA, 1991), 9. 

7
 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana, 2004), 1. 

8
 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) 12. 

9
 Wiwoho Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja, 13. 
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Dalam perjanjian kerja itu akan menimbulkan hubungan kerjasama antara 

pihak satu dengan pihak lain yang merupakan hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Dan kewajiban utama bagi si pemberi kerja adalah membayar 

upah atau gaji. Yang mana upah yang diberikan harus mencerminkan 

keadilan, pemberian upah yang sesuai dengan hasil kinerja si penerima kerja 

tersebut.
10

 

Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

juga menjelaskan tentang hak dan perlindungan upah dan pemberian upah 

perusahaan terhadap pegawai supaya tidak terjadi kesewenang-wenang 

sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal: 

Pasal 88; 

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah 

menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) meliputi: 

a. Upah minimum; 

b. Upah kerja lembur; 

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

                                                           
10

 Havis Aravik, Ekonomi Islam (Malang: Empatdua, 2016) 67. 
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pekerjaannya; 

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 

f. Bentuk dan cara pembayaran upah; 

g. Denda dan potongan upah; 

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 

i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 

j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan 

memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Pasal 89; 

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a 

dapat terdiri atas: 

a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 

b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota. 

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada 

pencapaian kebutuhan hidup layak. 

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh 

Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan 

Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 
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(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan 

Menteri. 

Pasal 90; 

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. 

(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 

dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 91; 

(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak 

boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih 

rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 

kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar 

upah pekerja/buruh menurut peraturan perundangundangan yang 

berlaku. 
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Pasal 95; 

(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau 

kelalaiannyadapat dikenakan denda. 

(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan 

keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan 

persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. 

(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau 

pekerja/buruh, dalam pembayaran upah. 

(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak 

lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan 

pembayarannya. 

Persoalan buruh atau ketenagakerjaan merupakan persoalan yang 

cukup banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik ekonomi, 

pemerhati hukum, maupun pengambil kebijakan. Buruh dengan segala 

persoalannya seperti upah yang tidak layak, jaminan kesehatan, sistem 

kontrak dan persoalan lainnya selalu menjadi bahan kajian yang menarik.
11

 

Kontrak atau perjanjian dalam Hukum Islam disebut Ija>rah. Ija>rah 

adalah pemberi manfaat suatu barang dengan sewa atau jasa dengan upah. 

Tetapi yang penulis paparkan disini adalah tentang manfaat jasa. Dimana 

peran Ija>rah adalah memberi manfaat satu sama lain antara pihak satu 

                                                           
11

 Isnaini Harahap, Hadis Hadis Ekonomi (Jakarta: KENCANA, 2015) 71. 
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dengan pihak lain melalui akad kesepakatan atau berkontrak baik secara 

verbal atau dalam bentuk lain.
12

 

Ada pun rukun dan syarat Ija>rah, pertama: ija>b qa>bul berupa suatu 

pernyataan dari kedua belah pihak secara verbal atau bentuk lain, syarat ini 

harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak, jika tidak maka akad yang 

dilaksanakan batal. Kedua: pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi 

jasa dan penerima jasa. Dimana pemberi jasa disebut dengan mu’ajir dan 

penerima jasa deisebut dengan musta’jir. Kedua pihak ini akan berkontrak 

atau berakad kemudian bersepakat atas apa yang dibuat dalam kontrak. 

Ketiga: objek akad Ija>rah. Yang termasuk objek dalam teori ini adalah jasa, 

maka jasa dengan upah.
13

 Objek yang di akadkan harus tau manfaat 

penggunaan jasanya yang bisa di nilai dan di dapatkan dalam kontrak, 

kejelasan manfaatnya termasuk jangka waktunya dan manfaat harus di kenali 

secara spesifik untuk menghindari sengketa.
14

 

Dalam hukum islam upah disebut ujrah dimana pengertian ujrah tidak 

jauh beda dengan pengertian upah apada umumnya, hanya upah dalam Islam 

harus dengan ketentuan syariah Islam, dimana ada kesepakatan tentang besar 

kecilnya harga upah yang disepakati, dsb. 

Dengan uraian diatas sudah jelas bahwa ada keterkaitannya antara 

pegawai (penerima pekerjaan atau yang melaksanakan pekerjaan) dengan 

perusahaan (yang pemberi pekerjaan atau pemberi gaji atas yang telah 

                                                           
12

 Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, 94. 
13

 Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqa>shid Al-Syari>’ah, (Jakarta: 

KENCANA, 2014) 53. 
14

 Ibid. 95. 
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dikerjakan) dan ada hak kewajiban yang harus dipenuhi supaya tidak ada 

salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian penulis tertarik 

untuk mengkaji implementasi pengupahan yang dilakukan oleh PT.Cakra 

Satya Internusa (CSI) terhadap karyawan Gapura Angkasa yang mana 

kesepakatan pernah dilakukan antara kedua belah pihak yang kurang 

lebihnya kewajiban yang dilaksanakan belum sepenuhnya terpenuhi, dimana 

pihak PT. Cakra Satya Internusa (CSI) dalam memberikan upah terhadap 

karyawan Gapura Angkasa sering terlambat, praktiknya tidak sesuai dengan 

kontrak kerja yang pernah dilaksanakan, maka dari itu penulis akan meninjau 

masalah ini menurut pandangan Hukum Islam dan UU No.13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan dengan judul: Implementasi Pengupahan PT.Cakra 

Satya Internusa (CSI) Terhadap Karyawan Gapura Angkasa Sidoarjo Dalam 

Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang yang ada di atas maka dapat diangkat beberapa 

masalah dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Perjanjian kontrak kerjasama antara PT.Cakra Satya Internusa dengan 

Karyawan Gapura Angkasa. 

2. Hak dan kewajiban PT.Cakra Satya Internusa dan Karyawan Gapura 

Angkasa. 
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3. Hak dan kewajiban yang dilakukan PT.Cakra Satya Internusa terhadap 

Gapura Angkasa. 

4. Hak dan kewajiban yang dilakukan Karyawan Gapura Angkasa terhadap 

PT.Cakra Satya Internusa. 

5. Mengenai sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama di PT.Cakra Satya 

Internusa dengan Karyawan Gapura Angkasa. 

6. Mengenai sistem pelaksanaan pengupahan antara PT>Cakra Satya 

Internusa dengan Karyawan Gapura Angkasa. 

7. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dalam penerapan pengupahan oleh PT.Cakra 

Satya Internusa dengan Karyawan Gapura Angkasa 

Agar permasalahan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, 

maka masalah penelitian dibatasi masalah berikut: 

1. Penerapan pengupahan yang diterapkan oleh PT.Cakra Satya Internusa 

dengan Karyawan Gapura Angkasa. 

2. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan pengupahan yang diterapkan 

oleh PT.Cakra Satya Internusa dengan Karyawan Gapura Angkasa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang di atas, timbullah suatu permasalahan 

yang menjadi perhatian peneliti yaitu: 
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1. Bagaimana implementasi pengupahan yang diterapkan oleh PT.Cakra 

Satya Internusa dengan Karyawan Gapura Angkasa? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan pengupahan yang 

diterapkan oleh PT.Cakra Satya Internusa dengan Karyawan Gapura 

Angkasa.? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran 

yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan peneliti yang 

sejenis, yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada 

pengulangan kembali. 

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan 

penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Implementasi 

Pengupahan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) Terhadap Karyawan Gapura 

Angkasa Di Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang 

No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut. 

1. Skripsi Faisal Burhan,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 

Kontrak Kerja Karyawan Di Toko Buku Toga Mas Margorejo 

Surabaya.”, skripsi ini membahas tentang masalah penerapan kontrak 
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kerja jangka waktu dan besarnya upah antara toko dan karyawanya yang 

dipandang dalam perspektif hukum Islam. 
15

 

2. Skripsi Chlara Dewanti Prayitno Wredhaningtyas, “Analisis Hukum 

Islam Dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Terhadap Klausul Perjanjian Kerja Atara Bank Dan 

Pegawai Di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya.”, skripsi ini 

membahas tentang kontrak kerja larangan menikah dalam beberapa 

waktu.
16

 

3. Skripsi Ruwiyati, “Studi Akad Ijarah Terhadap Perjanjian Kerja Antara 

TKI Dan PJTKI: PT. Amri Margatama Cabang Ponorogo.”, skripsi ini 

menjelaskan tentag perjanjian berlaku hanya pada pihak kesatu, yaitu 

TKI dan Pimpinan PT. Amri Margatama, majikan tidak termasuk dalam 

perjanjian atau kontrak..
17

 

Dari beberapa skripsi yang sudah dipaparkan di atas sangatlah jelas 

bahwa dalam penelitian ini pembahasannya berbeda dengan skripsi pada 

umumnya. Selain karena perbedaan pada objeknya, penelitian ini juga titik 

penekanannya terletak pada status sah atau tidaknya penerapan pengupahan 

yang dilakukan oleh PT.Cakra Satya Internusa (CSI) Sidoarjo ini terhadap 

Karyawan Gapura Angkasa. 

                                                           
15

Faisal Burhan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan Di 
Toko Buku Toga Mas Margorejo Surabaya.”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015). 

16
 Chlara Dewanti Prayitno Wredhaningtyas, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No.13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Klausul Perjanjian Kerja Atara Bank Dan 
Pegawai Di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya.” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2015) 
17

 Ruwiyati, “Studi Akad Ijarah Terhadap Perjanjian Kerja Antara TKI Dan PJTKI: PT. Amri 
Margatama Cabang Ponorogo.” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010) 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui penerapan pengupahan yang diterapkan oleh 

PT.Cakra Satya Internusa terhadap Karyawan Gapura Angkasa. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan UU No.13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan terhadap penerapan pengupahan yang 

diterapkan oleh PT.Cakra Satya Internusa terhadap Karyawan Gapura 

Angkasa. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan 

berguna bagi peneliti maupun pembaca lain diantaranya: 

Secara teoretis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khusunya 

ilmu Hukum Ekonomi Syariah (mua>malah). 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi 

dan manfaat bagi: 

1. Peneliti 

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir untuk 

mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan 

keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 
 

 
 

2. Akademisi 

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

di bidang Hukum Ekonomi Syariah. 

3. Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pemahaman 

yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai 

macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya 

pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan 

skripsi ini agar mudah dipahami secara  jelas tentang arah dan tujuannya. 

Adapun judul skripsi yang akan dibahas ini adalah  Implementasi 

Pengupahan Antara PT.Cakra Satya Internusa (CSI) Terhadap Karyawan 

Gapura Angkasa Di Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dan agar tidak terjadi 

kesalah pahaman didalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya 

penulis uraikan tentang pengertian judul skripsi ini, antara lain: 

1. Implementasi 

Suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara 

cermat dan rinci (matang), suatu kegiatan yang direncanakan serta 
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dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu 

guna mencapai tujuan kegiatan. 

2. Pengupahan 

Adalah hak pekerja/buruh yang diterima dandinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerjakepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjiankerja, kesepakatan atau peraturan perundang undangan, 

termasuk tunjangan bagipekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atauakan dilakukan. 

3. PT. Cakra Satya Internusa 

Adalah pelayanan security system yang memberikan pelayanan 

keamanan yang profesional dan mengembangkan sumber daya manusia 

yang inofatif. Dan perusahaan yang bisa diajak kerjasama sebagai 

provider. 

4. Karyawan Gapura Angkasa 

Setiap orang yang menyediakan jasa (baik dalam bentuk pikiran 

maupun dalam bentuk tenaga) dan mendapatkan balas jasa ataupun 

kompensasi yang besarannya telah ditentukan terlebih dahulu. Dan 

karyawan ini adalah jasa dalam bidang penerbangan yang ditempatkan 

di Bandara. 

5. Hukum Islam 

Adalah aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur 

kehidupan mausia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan 
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dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan yang bersumber dari 

Al-Qur’an dan As-Sunnah.
18

 Penelitian Hukum Islam disini 

menggunakan analisis akad Ija>rah. 

6. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

Adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Aturan dan 

ketentuan-ketentuan yang dibuat yang berhubungan dengan tenaga kerja 

pada waktu sebelum atau selama dan sesudah masa kerja. 

 

H. Metode Penelitian 

Adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam menyelesaikan 

penelitian ini meliputi metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yakni 

penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar 

terjadi terhadap praktik pengupahan oleh PT.Cakra Satya Internusa 

terhadap Karyawan Gapura Angkasa di Sidoarjo.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah dengan deskriptif kualitatif, dengan 

teori deduktif yaitu penelitian lapangan akan mendiskripsikan data-data 

lapangan dengan macam-macam kalimat yang rinci dengan pendekatan 

teori deduktif.  

 

                                                           
18

 Asmaji Muchtar, Dialog Lintas Mazhab..., 388. 
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3. Objek Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian adalah pengupahan yang di terapkan 

oleh PT>.Cakra Satya Internusa. 

4. Data yang Dikumpulkan  

Data yang dikumpulkan dalam menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini adalah:   

a. Data yang berhubungan dengan latar belakang terjadinya praktik 

perjanjian kontrak pengupahan oleh PT.Cakra Satya Internusa (CSI) 

terhadap Karyawan Gapura Angkasa. Dalam hal ini meliputi teknik 

dan prosedur praktik perjanjian kontrak kerjanya. 

b. Data Hukum Islam tentang Ija>rah.. 

5. Sumber Data  

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari 

data primer dan data sekunder.  

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data 

dihasilkan, yaitu sumber yang terkait secara langsung.19 

1) Wawancara dengan para pihak perusahaan dan karyawan, yang 

terdiri dari pihak PT.Gapura Angkasa, PT.Cakra Satya Internusa 

(CSI), dan 3 Karyawan Gapura Angkasa. 

2) Buku-buku yang berkaitan langsung dengan Ija>rah dan 

pengupahan. 

                                                           
19

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 

129. 
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b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan yang bersifat 

membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat 

data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa 

buku daftar pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.
20

 

Data pendukung data primer berupa buku-buku literatur yang ada 

kaitannya dengan masalah perjanjian kontrak dan Ija>rah, antara lain:  

1) Asmaji Muchtar,Dialog Lintas Mazhab, Jakarta, Amzah, 2015. 

2) Muhammad Arifin bin Badri Sifat Perniagaan Nabi ; Panduan 

Praktis Fiqih Perniagaan Islam, Bogor, Darul Ilmi Publising, 

2012. 

3) Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Muamalat, Yogyakarta, UII 

Press, 2000. 

4) Ahmad Sholihin, Al-Qur’an Tafsir bil Hadis, Bandung, Cordoba, 

2013. 

5) Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Pembiayaan Ijarah. 

6) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah; 13, Bandung, PT. Alma’arif, 1987. 

7) Wiwoho Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja, Jakarta, 

PT.RINEKA CIPTA, 1991. 

8) Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Jakarta, 

Kencana, 2004. 

                                                           
20

 Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 143. 
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9) Isnaini Harahap, Hadis Hadis Ekonomi. Jakarta. KENCANA, 

2015. 

10) Havis Aravik, Ekonomi Islam. Malang. Empatdua, 2016. 

11) Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif 

Maqa>shid Al-Syari>’ah. Jakarta. KENCANA, 2014. 

12) Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam. Jakarta. Sinar 

Grafika, 2015. 

13) Agus Triyanta, Hukum Ekonomi Islam. Yogyakarta. FH UI 

Press, 2012. 

14) Ahmad Dahlan, Pengantar Ekonomi Islam. Purwokerto. STAIN 

Press, 2010. 

15) Departemen Agama RI, Al-Qur’an Waqaf & Ibtida’ Qur’an 

Suara Agung, Jakarta: PT.Suara Agung, 2016. 

6. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang kongkrit, peneliti menggunakan tiga 

metode teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Observasi  

Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan 

pengamatan langsung atau pencatatan dengan sistematis tentang 

fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak 

langsung.
21

 

                                                           
21

 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach (Yogyakarta: FT UGM, 1988), 136. 
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Agar memperoleh data yang objektif dan valid. Dalam hal ini, yang 

diobservasi oleh peneliti adalah proses pelaksanaan atau penerapan 

pengupahan yang dilakukan oleh PT.Cakra Satya Internusa (CSI) 

terhadap Karyawan Gapura Angkasa. 

b. Wawancara 

Yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara 

lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan 

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 

Dimana keterangan diperoleh langsung dari para pihak yang terkait 

perjanjian kontrak kerjasama. 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang diambil dari sejumlah besar fakta dan 

data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.
22

 

7. Teknik Pengolahan Data  

Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengolahan data dengan tahap-

tahap sebagai berikut:  

a. Editing  

Editing adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan 

data tersebut.
23

 Dalam hal ini yaitu memeriksa kembali data yang 

diperoleh dari proses melakukan perjanjian kontrak. 

b. Organizing  

                                                           
22

 Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Renika Ilmu, 2004), 39. 
23

 Ibid., 97. 
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Organizing adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, 

pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.
24

 

c. Coding  

Coding adalah kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang 

relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.
25

 

8. Teknik Analisis Data  

Teknik yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:  

a. Deskriptif: yaitu dengan menggambarkan karakteristik suatu objek, 

disini objek yang dimaksud adalah penerapan pengupahan PT.Cakra 

Satya Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa yang 

kemudian dianalisa berdasarkan data yang telah dikumpulkan. 

b. Deduktif: yaitu dengan mengungkapkan beberapa dalil yang 

berhubungan dengan kontrak perjanjian kerja antara perusahaan yang 

kemudian dikaji berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang 

No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah 

pembahasan dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya 

sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan 

                                                           
24

 Sony Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89. 
25

 Ibid., 99. 
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masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua merupakan kerangka teoretis tentang Ija>rah dan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. Dalam hal ini 

mencakup pengertian pengupahan atau Ija>rah, dasar hukum pengupahan atau 

Ija>rah, syarat dan rukun pengupahan atau Ija>rah, macam-macam Ija>rah 

menurut Islam, dan menjelaskan isi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan yang berkaitan. 

Bab ketiga penerapan pengupahan yang dilakukan oleh PT.Cakra 

Satya Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa menjelaskan 

latar belakang penerapan kontrak perjanjian pengupahan, Profil PT. Cakra 

Satya Internusa (CSI), akad yang digunakan, aplikasi yang digunakan dalam 

pegupahan Ija>rah dan proses terjadinya pengupahan yang dilakukan oleh 

PT.Cakra Satya Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa. 

Bab keempat ini menganalisis pengupahan PT.Cakra Satya Internusa 

(CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa dalam perspektif Hukum Islam 

dan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang 

pertama teoretis dan analisis latar belakang pengupahan dan yang kedua 

yaitu analisis Implementasi Hukum Islam terhadap kontrak perjanjian 

pengupahan antara PT.Cakra Satya Internusa (CSI) terhadap Karyawan 

Gapura Angkasa dan yang ketiga yaitu analisis Implementasi Undang-

Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pengupahan 

PT.Cakra Satya Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa. 
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Bab kelima merupakan penutup yang memuat hasil akhir dari 

penelitian yaitu berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta 

memberikan saran. 
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BAB II 

KONSEP PENGUPAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-

UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 

 

A. Pengertian Upah Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Upah 

Secara etimologis, upah dalam bahasa Arab adalah ujrah atau 

biasa disebut dengan ija>rah (sewa menyewa) jasa yang upahnya telah 

disepakati kedua belah pihak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, upah; uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas 

jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk 

mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan. 

Sebelum terjadinya upah-mengupah antara majikan (pemberi 

pekerjaan) dan karyawan (penerima pekerjaan), selalu dilaksanakannya 

perjanjian kerja diantara keduanya, salah satu yang tersepakati adalah 

tentang upah. Ketika perjajian kerja telah disepakati kedua belah pihak, 

maka perjanjian tersebut sudah berlaku dari mulai si karyawan bekerja 

hingga masa kontrak selesai atau hingga si karyawan pensiun. Dan disitu 

kewajiban majikan juga sudah mulai berlaku, memberika hak atas 

karyawan yang sudah dijanjikan. 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 
 

 
 

2. Ija>rah 

Kata ija>rah berarti ‘balasan’ atau ‘jasa’, artinya imbalan yang 

diberikan sebagai upah suatu perbuatan. Menurut syara’, ija>rah adalah 

perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari 

manusia, benda atau binatang.
26

 

Al-Ija>rah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya 

ialah al-‘iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan 

upah.
27

 

Ija>rah menurut istilah adalah salah satu bentuk aktivitas yang 

dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-

mengupah terlebih dahulu.
28

 

Beberapa ulama mendefinisikan Ija>rah sebagai mana dikutip dari 

Fiqih Mu’amalah oleh Saiful Jazil, yaitu: 

a. Menurut Sayyid Sabiq, dalam fiqhhussunnah mendefinisikan ija>rah 

adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 

penggantian. 

b. Imam Taqiyyuddin mendefinisikan Ija>rah sebagai suatu perjanjian 

untuk mengambil suatu barang dengan tujuan yang diketahui dengan 

penggantian, dan dibolehkan sebab ada penggantian yang jelas. 

                                                           
26

 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992) 422. 
27

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 114. 
28

 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 131. 
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c. Syech Al-Imam Abi Yahya Zakaria Al-Anshori dalam kitab Fath Al-

Wahab, mendefiniskan Ija>rah adalah memiliki atau mengambil manfaat 

suatu barang dengan pengambil atau imbalan dengan syarat-syarat 

yang sudah ditentukan. 

Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para Ulama tersebut 

dapat ditarik pengertian bahwa Ija>rah adalah suatu jenis perikatan atau 

perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima 

dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan 

kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah 

ditentukan. 

Dengan demikian Ija>rah itu adalah suatu bentuk muamalah yang 

melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang 

memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk di 

ambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yag telah ditentukan 

oleh syara’ tanpa di akhiri dengan kepemilikan.
29

 

Manfaat sesuatu dalam konsep Ija>rah, mempunyai pengertian yang 

sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap 

suatu pekerjaan tertentu. Jadi, Ija>rah merupakan transaksi terhadap 

manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa 

menyewa. Ija>rah juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan 

tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah. 

 

                                                           
29

 Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) 128. 
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3. Dasar Hukum Ija>rah (Sewa Menyewa) 

Ulama bersepakat bahwa ija>rah diperbolehkan. Ulama 

memperbolehkan ija>rah berdasarkan legitimasi dari Al-Qur’an, As-Sunnah 

dan Ijma’. Sebagai berikut: 

a. Landasan Al-Qur’an 

Dasar hukum Ija>rah adalah firman Allah pada QS. Al-

Baqarah/2: 233 sebagai berikut: 

عُوا أوَْلَادكَُمْ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إرذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَ يْتُمْ برالْمَعْرُوفر   وَإرنْ أرََدْتُُْ أَنْ تَسْتَ رْضر
يٌ  اَ تَ عْمَلُونَ بَصر  وَات َّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِر

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan.”
30

 

 

لَكُمْ فأَْتُ وْهُنَّ أجُُوْرَهُنَّ فأَرنْ أرَْضَعْنَ   
Artinya : “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah 

mereka.”
31

 

 
Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam 

Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang 

itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat 

ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.
32

 

 

 

                                                           
30

 Teteng Sopian, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandung: Cordoba, 2013) 37. 
31

 Ibid, 559. 
32

 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 43. 
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b. Landasan As-Sunnah 

Selain itu hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari 

Muslim sebagai berikut: 

امَ أَجْرَهُ  مْ وَاعْطر الُْْجَّ  ارحْتَجر
Artinya : “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada 

tukang bekam tersebut.” (HR. Bukhari Muslim dan Ibnu 

Abbas).
33

 

 

راُ اَجَراَسْتَأْ مَنر  ي ْ   اَجْرَ هُفَلْيَ عْمَلجر
Artinya : “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, 

beritahukanlah upahnya.”
34

 

 
c. Landasan Ijma’ 

Semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang 

membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di 

antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.
35

 

 

4. Rukun dan Syarat Ija>rah 

Agar transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah menjadi sah 

harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun ija>rah 

menurut Hanafiyah adalah ija>b dan qa>bul dengan lafaz ija>rah atau 

isti’jar.36
 

                                                           
33

 Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, Shahih Bukhari Juz II (Beirut: Dar Ibn Kasir, 

1987) 232. 
34

 Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah, 129. 
35

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 117. 
36

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003) 193. 
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Sedangkan menurut jumhur ‘ulama, rukun ija>rah ada empat. 

Pertama, muta’a>qida>n (orang yang menyewa dan yang menyewakan) 

masing-masing harus memenuhi syarat: 

a. Harus ahli dalam menjalankan akad, tidak boleh gila atau orang yang 

dilarang mengelola uangnya (mahju>r). 

b. Harus atas kehendaknya sendiri, karena kata-kata orang yang dipaksa 

itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap terjadinya akad atau 

pembatalan kontrak. 

Kedua, ija>b dan qa>bul, yaitu harus ada kesepakatan ija>b dan qa>bul. 

Hendaknya ija>b dan qa>bul itu memakai kalimat yang bisa dipakai. Ija>b 

qa>bul dalam sewa menyewa merupakan segala sesuatu baik perkataan 

atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah 

pihak, yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Dalam ija>b 

qa>bul tidak diharuskan menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan 

adalah saling rid}a> (rela) antara kedua belah pihak. Ija>b qa>bul berupa 

pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara 

verbal atau dalam bentuk lain.
37

 

Ketiga, adanya manfaat penyewaan (ma’qu>d ‘alayh). ma’qu>d 

‘alayh adalah manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa, dan 

pembayaran (uang) sewa sebagai imbalan atau ganti dari manfaat barang 

atau benda yang menjadi objek sewa-menyewa. 

                                                           
37

 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer  (Jakarta: PT.RajaGrafindo Indonesia, 2016) 

105. 
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Keempat, sewa atau imbalan. Syarat sahnya sewa atau imbalan 

adalah: 

a. Imbalan sudah jelas atau diketahui jumlahnya. Pembayaran (uang) 

sewa haruslah bernilai yang jelas. 

b. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang 

yang disewa. Jika lengkap manfaat yang di sewa, maka uang sewanya 

juga harus lengkap.
38

 

Adapun secara garis besar, syarat ija>rah ada empat macam, syarat 

terjadinya akad (shuru>t} al-in‘iqa>d), syarat pelaksanaan ija>rah (shuru>t} al-

nafa>dz), syarat sah (shuru>t} al-S}ih}h}ah), dan syarat mengikat (shuru>t al-

luzi>m). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa 

ija>rah yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang 

melakukannya. 

Pertama, syarat terjadinya akad (shuru>t} al-in‘iqa>d). Syarat ini 

berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan 

dengan para pihak yang melaksanakan akad yaitu berakal. Dalam akad 

ija>rah tidak dipersyaratkan mumayyiz. Dengan adanya syarat ini maka 

transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut 

Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, transaksi yang 

dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz hukumnya sah. Menurut 

Ma>likiyah, mumayyiz adalah syarat bagi pihak yang melakukan akas jual 

                                                           
38

 Idri, Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press, 2014) 125-126. 
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beli dan ija>rah. Sementara baligh adalah syarat bagi berlakunya akibat 

hukum ija>rah (shuruth al-nafadz). Sementara kalangan Hanafiyah dan 

Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan 

akad adalah baligh dan berakal.
39

 

Kedua, syarat pelaksanaan ija>rah (shuru>t} al-nafa>dz). Akad ija>rah 

dapat terlaksanakan bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak 

sah akad ija>rah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan 

orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka ija>rah 

tidak sah.
40

 

Ketiga, syarat sah (shuru>t} al-s}ih}h}ah). Syarat ini ada terkait dengan 

para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah ija>rah terletak 

pada: 

a. Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad, saling 

suka sama suka, tidak boleh adanya keterpaksaan untuk melakukan 

akaddari para pihak. 

b. Manfaat barang atau jasa yang di sewa harus jelas. Syarat ini ada untuk 

menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad 

ija>rah. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek 

manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila 

sewa tenaga orang. 

                                                           
39

 Wahbah al-Zuh}aili>, al-Fiqih al-Isla>mi> wa Adillatuh (Beirut: Darul Fikr al-Mu’ashirah, 2002) 

V/458. 
40

 Ibid, V/458. 
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c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan, objek sewa 

juga harus dapat terpenuhi secara syar’i, oleh karena itu, tidak sah 

sewa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid atau menyewa 

orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan di 

kalangan ulama ahli fiqih. 

d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara 

syara’, seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali 

dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan 

maksiat atau sesuatu yang dilarang syara’ 

e. Bila ija>rah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan 

dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut 

bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini 

maka tidak sah ija>rah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, 

karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmim. Ulama kontemporer 

berfatwa, bagi para pengajar Al-Qur’an diperbolehkan mengambil upah 

atau uang jasa. Imam Ma>lik dan Sya>fi’i berpendapat bahwa 

diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur’an. Hal ini berdasarkan 

hadis riwayat Imam Bukha>ri>: 

 أرنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُُْ عَلَيْهر أجُْراً كرتَابُ اللَّهُ 
 

Artinya : “Upah yang paling berhak untuk kalian ambil adalah upah 

mengajarkan Al-Qur’an.”
41

 

 

                                                           
41

 Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob 

Al-Ilmiah, cet.III 2010) 188. 
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Ulama Ma>likiyah memperbolehkan bagi muadzin atau imam 

untuk mengambil upah, tapi tidak memperbolehkan pengupahan atas 

shalat. Hal ini berdasarka analogi terhadap pekerjaan yang tidak wajib. 

f. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat 

atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi 

yang menyewa. 

g. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang 

berlaku dimasyarakat. Hal ini tidak diperbolehkan menyewa barag 

untuk digunakan tapitidak sesuai dengan fungsinya. 

h. Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah barag harus 

dapat diserah terimakan saat akad bila barang tersebut barang 

bergerak. Penyerahan ini bisa secara langsung atau simbolik, seperti 

sewa rumah dengan menyerahkan kuncinya. 

i. Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus 

berharga dan jelas bilangan atau ukurannya. 

Keempat, syarat-syarat yang mengikat dalam ija>rah (syurut} al-

luzi>m). Syarat yang mengikat ini ada dua syarat yaitu: 

a. Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang 

dapat menhilgangka fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat 

pada barang sehingga fungsinya tidak maksimal atau bahkan tidak 

berfungsi maka penyewa berhak memilihi untuk melanjutkan atau 

menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan 
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mengalami kerusakan maka akad ija>rah fasakh atau rusak dan tidak 

mengikat kedua belah pihak. 

b. Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad ija>rah. Udzur 

ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek 

akad ija>rah.
42

 

 

5. Macam-Macam Ija>rah (Sewa Menyewa) 

Dilihat dari segi objeknya, sewa menyewa (ija>rah) dapat dibagi 

menjadi dua macam, yaitu: 

a. Ija>rah ain, yakni Ija>rah yang berhubungan dengan penyewaan benda 

yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa 

memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, 

seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa 

rumah. 

b. Ija>rah ‘amal, yakni Ija>rah terhadap perbuatan atau tenaga manusia 

yang diistilahkan dengan upah-mengupah. Ija>rah ini digunakan untuk 

memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari 

pekerjaan yang dilakukannya.
43

 

Berdasarkan pembagian ija>rah tersebut di atas perlu diperhatikan 

adanya ija>rah ‘amal di mana di dalamnya terdapat: 

a. Pihak yang harus melakukan pekerjaan disebut aji>r. 

b. Pihak yang memberikan pekerjaan (penyewa). 

                                                           
42

 Ibid, V/479-480. 
43

 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, 131. 
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Aji>r adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan atau 

melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan 

bersama antara pemberi pekerjaan (penyewa) dengan aji>r sendiri. jika 

terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, baik yang 

datangnya dari pihak aji>r maupun dari pihak pemberi pekerjaan 

(penyewa). Maka hal tersebut dapat mengakibatkan timbulya beberapa 

resiko baik yang menyangkut hak maupun kewajiban pada salah satu 

pihak (aji>r dan penyewa).
44

 

Sewa menyewa semacam ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh 

apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukag jahit, dan 

tukang sepatu. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, sewa menyewa 

seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu 

rumah tangga, tukang kebun dan satpam dan ada juga yang bersifat 

serikat, seperti menggaji buruh pabrik, buruh bangunan, dan sebagainya.
45

 

Pelayanan jasa merupakan suatu tindakan seseorang terhadap 

orang lain melalui penyajian produk sesuai dengan ukuran berlaku pada 

produk untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan orang yang 

dilayani. Pada dasarnya jasa tidak berwujud, tidak menghasilkan 

kepemilikan, dapat memberikan kepuasan serta untuk menghasilkan 

tersebut mungkin perlu atau tidak perlu juga memerlukan penggunaan 

benda nyata.
46

 

                                                           
44

 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013) 230. 
45

 Idri, Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi) 126-127. 
46

 Ibid, 116. 
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Jual beli jasa yang dikenal dengan istilah upah mengupah. Bahwa 

membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus 

dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda 

karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. 

Penundaan pembayaran upah tentu sangat merugikan orang tersebut 

apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. 

Penundaan pembayaran upah itu termasuk kezaliman yang sangat 

dihindari Nabi SAW, sebagaimana dinyatakan dalam suatu hadist: 

يَ اللَّهُ عَنْهُ  ْ هُرَيْ رةََ رَضر ِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ قاَلَ  ,عَنْ أَبِر مَطْلُ الْغَنِر
( رَوَاهُ الْبُخَاررىْ )ظلُْمٌ   

Artinya : “Dari Abu> Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW, 

bersabda, “Orang kaya yang menunda (membayar 

hutangnya) adalah zalim” (HR. Al-Bukha>ri, nomor hadish 

2288)”
47

 

 
Jika ija>rah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 

upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, 

jika akad sudah beralngsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran 

dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib 

diserahkan upahnya secara secara berangsur sesuai dengan manfaat yang 

diterimanya. Menurut Imam Syafi’i Ahmad, sesungguhnya ia berhak 

dengan akad itu sendiri. jika mu’jir menyerahkan zat benda yang disewa 

                                                           
47

 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001) 485. 
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kepada musta’jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa 

(musta’jir) menerima kegunaan.
48

 

Upah tidak di tempo dan diserahkan ditempat transaksi. Karena 

akad ija>rah adalaha akad pesan pada manfaat, sehingga disyaratkan 

menyerahkan uang muka (dalam ija>rah adalah upah) ditempat transaksi 

dan penyarata tempo berarti sama halnya tidak ada penyerahan upah.
49

 

Upah mengupah atau ija>rah ‘ala al-a’mal, yakin jual-beli jasa. 

Biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, 

membangun rumah, dan lain-lain. Ija>rah ‘ala> al-a’ma>l, terbagi dua, yaitu: 

a. Ija>rah Khusus 

Yaitu ija>rah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang 

yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah 

memberinya upah. 

b. Ija>rah Mushtarik 

Yaitu ija>rah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. 

Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.
50

 

 

6. Upah Dalam Bentuk Ibadah 

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji 

dan membaca Al-Qur’an  diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, 

karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. 

                                                           
48

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 121. 
49

 Tim Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103, Kamus Fiqh (Kediri: LIRBOYO Press, 2014) 303. 
50

 Saiful Jazil, Fiqh Muamalah, 132. 
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Madzhad Hanafi berpendapat bahwa ija>rah dalam perbuatan taat 

seoerti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji atau membaca Al-

Qur’an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada 

arwah ibu bapak dari yang menyewa, adzan, qomat, dan menjadi imam, 

haram hukumnya megambil upah dari pekerjaan tersebut karena 

Rasulullaah SAW, bersabda: 

 أرقْ رَءُواالْقُرْآنَ وَلانَأَْكُلُوْابرهر 
Artinya : “Bacalah olehmu Al-Qur’an dan jangan kamu (cari) makan 

dengan jalan itu.” 

 

نَ الاذَانر اَجْرًا  وَإرنر اتَََّّذْتَ مُؤَذِّناًفَلَتَأَْخُذْمر
Artinya : “Jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu’adzin, maka 

janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah.” 

 

Pekerjaan seperti ini batal menurut Hukum Islam karena yang 

membaca Al-Qur’an bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada 

pahalanya. Lantas apa yang aka dihadiahkan kepada mayit, sekalipun 

pembaca Al-Qur’an iat kepada Allah SWT, maka pahala pembacaann ayat 

Al-Qur’an utuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain. 

Karena Allah SWT berfirman:
51

 

(282 : البقرة)هَامَااكْتَسَبَتْ لَ    هَ امَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ   
Artinya : ”Mereka mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 

dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang ia kerjakan.” (Al-

Baqarah: 282) 

                                                           
51

 Teteng Sopian, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandung: Cordoba, 2013) 12. 
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Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, para 

ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap 

sebagai perbuata baik, seperti para pengajar Al-Qur’an, guru-guru 

disekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka 

membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi 

tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan 

lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk 

mengajarkan Al-Qur’an. 

Menurut madzhab Hanbali bahwa pengambilan upah dari 

pekerjaan adzan, qamat, mengajarkan Al-Qur’an, Fiqh, Hadist, badal haji 

dan puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk 

mengambil upah tersebut. Namun boleh mengambil upah dari pekerjaan-

pekerjaan tersebut jika termasuk pada mashalih, seperti mengajarkan Al-

Qur’an, Hadist dan Fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk 

kepada taqarrub seperti membaca Al-Qur’an, shalat, dan yang lainnya. 

Madzhab Maliki, Syafi’i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil 

upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur’an dan ilmu-ilmu karena ini 

termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan teaga yang 

diketahui pula. 

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan 

mengajar Al-Qur’an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun 

sekaligus karena nash yang melarang tidak ada. 
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Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawat 

Al-Qur’an dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya 

dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil 

imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Qur’an, adzan, dan badal haji. 

Imam Syafi’i berpendapat bahwa pengambilan upah dari 

pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadist, membangun 

masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah 

adalah boleh. 

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah 

menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah 

memandikan mayit tidak boleh.
52

 

 

B. Pengertian Upah Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 

1. Pengertian Upah 

Upah adalah pembayaran yang di terima buruh selama ia 

melakukan pekerjaan atau di pandang melakukan pekerjaan.
53

 Sedangkan 

menurut Nurimansyah Haribuan mengatakan “upah adalah segala macam 

bentuk penghasilan yang di terima buruh/pekerja baik berupa uang 

ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan 

ekonomi.” 

                                                           
52

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 118-121. 
53

 Husni, Lalu, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997) 68. 
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Upah per-bulan biasanya di berlakukan untuk pekerjaan yang 

sidatnya tetap. Pekerja mempunyai ikatan kerja dalam waktu relatif lama 

atau tetap sehingga disebut pekerja atau pegawai tetap. Di samping upah, 

biasanya di berikan juga beberapa jenis tunjangan, seperti tunjangan istri, 

tunjangan anak, tunjangan keahlian, dan lain-lain seluruh penerimaan 

dalam satu bulan tersebut di namakan gaji. 

Sistem penentuan upah menurut satuan waktu pada umumnya 

menggunakan pola gaji pokok dan tunjangan. Gaji pokok adalah gaji dasar 

yang di tetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu 

pada golongan pangkat dan waktu tertentu. 

Sesuai dengan perubahan teknologi dan kondisi perusahaan, 

kondisi dan persyaratan jabatan juga dapat berubah. Oleh sebab itu, 

struktur dan jenjang jabatan, serta struktur gaji pokok perlu di tinjau 

kembali dan di sempurnakan di setiap satu periode tertentu. 

Dengan kondisi perusahaan masing-masing dan hubungan antara 

pengusaha dan para pekerja, pengusaha memberikan beberapa jenis 

tunjangan dan fasilitas, antara lain;
54

 

a. Tunjangan kemahalan di berikan di berikan untuk kompensasi laju 

iflasi; 

b. Tunjangan jabatan; 

c. Tujangan transpor; 

d. Tunjangan perumahan; 

                                                           
54

 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 151. 
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e. Tunjangan istri atau suami; 

f. Tunjangan anak; 

g. Tunjangan asuransi kesehatan; 

h. Tunjangan pensiun; 

i. Tunjangan cuti 

j. Tunjangan hari keagmaan, dsb; 

Tunjangan adalah suplemen terhadap upah atau gaji pokok dalam 

tiga fungsi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan tugas, dalam rangka 

fungsi sosial, dan sebagai insentif. Tunjangan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas adalah tunjangan jabatan, baik jabatan struktural 

maupun jabatan fungsional. Sesuai dengan keahlian khusus yang di tuntut 

untuk pelaksanaan tugas dalam jabatan tertentu, dapat diberikan 

tunjangan fungsional, misalnya pengawas mutu produk (quality control), 

ahli campuran kimia, dan lain-lain. Di lingkungan pegawai negeri 

tunjangan fungsional diberikan antara lain kepada guru dan dosen, 

widyaswara, instruktur, dokter, juru rawat, peneliti, ahli statistik, pegawai 

pengawas, dan lain-lain. Oleh sebab itu, tunjangan jabatan dapat pula 

dianggap sebagai kompensasi atas penggunaan waktu mereka yang 

melebihi ketentuan waktu kerja. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upah bukan 

saja mempunyai fungsi ekonomis, yaitu sebagai imbalan atas jasa kerja 
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yang diberikan, tetapi juga mempunyai fungsi sosial dan fungsi insentif 

atau pendorong bagi pekerja untuk bekerja produktif.
55

 

Waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-

102/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004. 

Kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam 

dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) jam minggu. 

Ketentuan ini tidak berlaku bagi kerja lembur pada hari istirahat 

mingguan atau pada hari libur resmi. 

Persyaratan untuk mengadakan kerja lembur adalah:
56

 

a. Harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari 

pekerja. Pemerintah tertulis dan persetujuan tertulis dapat dibuat 

dalam bentuk daftar pekerja yang bersedia bekerja lembur yang ditanda 

tangani oleh pekerja dan pengusaha. 

b. Pengusaha harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang 

memuat; 

1) Nama pekerja yang bekerja lembur; 

2) Lamanya waktu kerja lembur; 

3) Pengusaha selama waktu kerja lembur mempunyai kewajiban: 

a) Membayar upah kerja lembur; 

b) Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya; 

                                                           
55

 Ibid, 152-153. 
56

 Djumialdji, Perjanjian Kerja (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 30-33. 
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c) Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 

kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau 

lebih. Pemberian makanan dan minuman tidak boleh diganti 

dengan uang. 

Perhitungan upah kerja lembur dapat dilakukan dalam 2 (dua) 

waktu: 

a. Dilakukan pada Hari Kerja 

1) Untuk jam kerja lembur pertama dibayar upah 1,5 kali upah sejam. 

2) Untuk jam kerja lembur berikutnya dibayar upah 2 kali upah sejam. 

Ketentutan ini sama dengan ketentuan dalam Kepmenakertrans No.72 

Tahun 1984 yang dicabut dengan Kepmenakertrans 

No.102/Men/VI/2004. 

b. Dilakukan pada Hari Istirahat dan Libur Resmi 

1) 6 hari kerja 40 jam seminggu 

a) Untuk 7 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam. 

b) Untuk jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam. 

c) Untuk jam ke-9 dan ke-10 dibayar 4 kali upah sejam. 

d) Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, upah 

lembur 5 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam. Jam ke-6 

dibayar 3 kali upah sejam dan jam kerja lembur ke-7 dan ke-8 

dibayar 4 kali upah sejam. 

2) 5 hari kerja 40 jam seminggu 

a) Untuk 8 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam. 
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b) Untuk jam ke-9 dibayar 3 kali upah sejam. 

c) Untuk jam ke-10 dan ke-11 dibayar 4 kali upah sejam. 

Perhitungan diatas hampir tidak berbeda dengan ketentuan 

sebagaimana dalam Kepmenakertrans No.72 Tahun 1984 hanya 

dalam keputusan tersebut belum diatur lima hari kerja dalam 

seminggu. 

Ada ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu adanya ketentuan 

yang menyatakan bahwa bagi perusahaan yang telah melaksanakan dasar 

perhitungan upah lembur yang nilainya lebih baik, perhitungan upah 

lembur tersebut tetap berlaku.
57

 

Pegertian Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan sangatlah banyak dan mencakup begitu luas definisinya, 

yang sudah dipaparkan dalam Bab I Pasal I UU No.13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan. 

Secara singkatnya UU No.13 Tahun 2003 adalah undang-undang 

atau aturan tentang ketenagakerjaan yang telah dibuat oleh menteri dan 

disahkan oleh presiden yang mana isi dari UU tersebut mencakup hak dan 

kewajiban para pengusaha dan para buruh, upah, dsb supaya tidak terjadi 

perselisihan dan kecurangan antara pengusaha/majikan dan 

karyawan/buruh. Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kerja. 

                                                           
57

 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, 157. 
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Kewajiban utama dari pengusaha dalam perjanjian kerja adalah 

membayar upah. Mengenai masalah upah tidak diatur lagi dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 08 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah melainkan 

diatur pada Bagian Kedua Bab X Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan.
58

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 UU No.13 Tahun 2003, upah 

adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh 

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, 

atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh 

dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan.
59

 

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk 

meningkatka kesejahteraannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan 

pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang 

bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan 

kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi 

produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
60

 

                                                           
58

 Djumialdji, Perjanjian Kerja, 26. 
59

 Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2004) 3. 
60

 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 107-

108. 
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Upah harus didasarkan pada prinsip keadilan yakni penetapan standar 

upah dengan melibatkan para pihak yaitu pekerja, majikan dan negara 

sebagaimana di Indonesia sudah diterapkan melalui wadah Dewan Penetapan 

Daerah dan Nasional yang terdiri dari pemerintah, Wakil Pengusaha dan 

Serikat Pekerja.
61

 

Upah yang diberikan kepada pekerja terdiri dari upah pokok dan 

tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja/buruh 

yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran 

pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Selain upah pokok dan 

tunjangan tetap pekerja juga diberikan tunjangan tidak tetap dan fasilitas 

dalam menunjang kinerjanya seperti fasilitas rumah, kendaraan atau 

transportasi, Tunjangan Hari Raya (THR). Membayar THR merupakan 

kewajiban pengusaha kepada pekerja, oleh karena itu para pekerja 

outsourcing dan pekerja kontrak berhak mendapat THR sesuai ketentuan 

yang berlaku.
62

 

Pemerintah memberi perhatian yang penuh pada upah. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, yaitu setiap pekerja/ 

buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 

layak bagi kemausiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 

                                                           
61

 Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 56. 
62

 Ibid, 59. 
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pekerja/buruh.
63

 Dalam pengertian bahwa jumlah upah yang diterima oleh 

pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja/buruh beserta keluarganya secara wajar, antara lain meliputi 

sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari 

tua.
64

 

Upah mempunyai kedudukan istimewa, hal ini dapat diketahui dari 

ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 yang 

berbunyi: “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak 

lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan 

pembayarannya. Maksudnya, upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu 

daripada utang lainnya.”
65

 

Pemerintah berkepentingan juga untuk menetapkan kebijakan 

pengupahan, di satu pihak untuk tetap dapat  menjamin standar kehidupan 

yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, meningkatkan produktivitas, 

dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di lain pihak, kebijakan 

pengupahan harus dapat menstimulasi investasi untuk medorong 

pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempata kerja, serta mampu menahan 

laju inflasi.
66

 

Hak untuk menerima upah bagi pekerja/buruh timbul pada saat 

adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, dan berakhir 

                                                           
63

 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, 108. 
64

 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 144. 
65

 Djumialdji, Perjanjian Kerja, 31. 
66

 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, 146. 
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pada saat hubungan kerja tersebut putus. Pengusaha dalam menetapkan upah 

tidak boleh mengadakan diskriminasi antara pekerja/buruh laki-laki dan 

perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. 

Upah dibayarkan dalam bentuk uang dan sebagian dapat diberikan 

dalam bentuk lain, kecuali minuman keras, obat-obatan, dengan ketentuan 

nilainya tidak boleh melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima 

oleh pekerja/buruh yang bersangkutan.
67

 

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, 

pegusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
68

 

Memberi upah seharusnya sesuai dengan kesepakatan awal, tidak boleh 

rendah dan tidak boleh terlambat. Sebagaiaman para karyawan 

membutuhkan upahnya utnutk kebutuhannya. Melakukan penundaan upah 

pun juga dilarang untuk pengusaha kepada karyawannya. 

Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

juga menjelaskan tentang hak dan perlindungan upah dan pemberian upah 

perusahaan terhadap pegawai supaya tidak terjadi kesewenang-wenang 

sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal: 

Pasal 88; 

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

                                                           
67

 Ibid, 145. 
68

 Djumialdji, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 28. 
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(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah 

menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) meliputi: 

a. Upah minimum; 

b. Upah kerja lembur; 

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 

d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 

pekerjaannya; 

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 

f. Bentuk dan cara pembayaran upah; 

g. Denda dan potongan upah; 

h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 

i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 

j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan 

memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Pasal 89; 

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a 

dapat terdiri atas: 
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a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 

b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 

kabupaten/kota. 

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada 

pencapaian kebutuhan hidup layak. 

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh 

Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan 

Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 

(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan 

Menteri. 

Pasal 90; 

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. 

(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 

dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 91; 

(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara 

pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak 

boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih 

rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 

kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar 

upah pekerja/buruh menurut peraturan perundangundangan yang 

berlaku.
69

 

Pasal 95; 

(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau 

kelalaiannya dapat dikenakan denda. 

(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan 

keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan 

persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. 

(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau 

pekerja/buruh, dalam pembayaran upah. 

(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan 

peraturan perundang undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak 

lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan 

pembayarannya.
70

 

                                                           
69

 Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Bandung: Citra Umbara, 

2018) 38-39. 
70

 Ibid, 42. 
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BAB III 

PENGUPAHAN PT.CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI) TERHADAP 

KARYAWAN GAPURA ANGKASA DI SIDOARJO 

 

A. Latar Belakang Penerapan Kontrak Perjanjian Pengupahan 

“Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang 

satu, (si pekerja), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang 

lain (si majikan), untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan 

menerima upah.”71 

Kontrak perjanjian timbul ketika terciptanya suatu kesepakatan 

antara pihak pengusaha dan pihak pekerja. Yang mana kedua belah pihak 

membuat kontrak dengan isi-isi tertentu yang berkaitan tentang waktu, 

pekerjaan dan upah. 

Yang di lakukan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) dan PT.Gapura 

Angkasa adalah kontrak perjanjian kerja dimana PT.Gapura akan berperan 

sebagai mitra dari PT.Cakra Satya Internusa (CSI). Dan PT.Cakra Satya 

Internusa (CSI) berperan sebagai outsourcing dari PT.Gapura Angkasa. 

PT.Gapura Angkasa menggunakan jasa PT.Cakra Satya Internusa 

(CSI) sebagai outsourcingnya karena terlalu banyaknya karyawan yang ingin 

di naungi sehingga PT.Gapura Angkasa memilih PT.Cakra Satya Internusa 

(CSI) untuk menjadi outsourcingnya. Yang akan menghandle karyawan 

                                                           
71

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1601a, h.349. 
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PT.Gapura Angkasa secara tidak langsung status karyawan tersebut akan 

menjadi karyawan dari PT.Cakra Satya Internusa (CSI). 

Penerapan kotrak perjanjian kerja yang di lakukan antara kedua 

perusahaan tersebut sesuai dengan prosedur, begitupun dengan kontrak 

perjanjian kerja dengan karyawan
72

 sebagaimana yang sudah di sebutkan 

dalam KUHPerdata Pasal 1320 tentang syarat-syarat yang di perlukan untuk 

sahnya suatu perjanjian, antara lain; 

“Untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat; 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal.”73
 

 

B. Gambaran Umum PT.Cakra Satya Internusa (CSI) Cabang Sidoarjo 

1. Sejarah Perusahaan 

Lahir dan didirikan dengan latar belakang pengelola dalam bidang 

keamanan yang memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri 

pengelolaan keamanan dan bidang-bidang pendukung. Yang menjunjung 

komitmen, loyalitas yang tinggi dan dapat dipercaya untuk mendukung 

segala aktivitas keamanan dan kenyamanan.
74

 

                                                           
72

 Bapak Ab, Wawancara, Sidoajro, 24 Mei 2018. 
73

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320, h.300. 
74 http://www.cakrasatyainternusa.com/, diakses pada tanggal 02 Mei 2018 

http://www.cakrasatyainternusa.com/


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55 
 

 
 

Merupakan cerminan bahwa CSI Indonesia adalah suatu 

perusahaan yang selalu berkomitmen dalam memberikan jasa pelayanan 

terbaik di bidang manajemen keamanan secara efektif, efisien dan penuh 

tanggung jawab.
75

 

 

2. Lokasi Perusahaan 

Lokasi Perusahaan Cakra Satya Internusa cabang Sidoarjo ini 

terletak di Perumahan Deltasari Indah Blok AT No.16, Waru, Sidoarjo. 

Lokasi pada perusahaan ini berdampingan dengan rumah warga lainnya, 

dan bentuk kantornya pun layaknya rumah-rumah warga biasanya. 

 

3. Visi dan Misi Perusahaan 

Berikut adalah visi dan misi PT.Cakra Satya Internusa:
76

 

a. Visi Perusahaan: 

Menjadi salah satu perusahaan yang terbesar dan terpercaya 

dalam lingkup nasional dan internasional dalam jasa pelayanan 

keamanan, yang selalu memegang teguh komitmen, loyalitas serta 

memiliki dedikasi yang tinggi demi mencapai tingkat kepuasan klien 

yang optimal. 

b. Misi Perusahaan: 

1) Memberikan jasa pelayanan keamanan yang profesional dan 

berkualitas tinggi 

                                                           
75 https://csiindonesia.com/aboutus, diakses pada tanggal 08 Mei 2018 
76

 http://www.cakrasatyainternusa.com/, diakses pada tanggal 03 Mei 2018 
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2) Mengembangkan sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, dan 

handal, sehingga mampu bekerja secara efektif dan efisien demi 

mencapai tingkat kepuasan klien yang optimal 

3) Memberikan atmosfir bekerja yang aman dan nyaman bagi seluruh 

pegawai. 

4) Menjaga dan megembangkan hubungan baik yang erat dengan 

setiap klien, para pegawai dan seluruh komponen masyarakat yang 

lainnya. 

 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara bagian 

dan posisi dalam organisasi.Organisasi menjelaskan pembagian aktivitas 

kerja, serta memperhatikan hubungan fungsi dan aktivitas tersebut sampai 

batas-batas tertentu. Dengan adanya struktur organisasi, stabilitas dan 

komunitas organisasi tetap bertahan.
77

 

Struktur atau bagan organisasi menggambarkan fungsi-fungsi, 

departemen-departemen, bagian-bagian, atau posisi-posisi dalam 

organisasi, serta hubungan seluruh fungsi departemen atau posisi tersebut. 

 

 

 

 

                                                           
77 Agus Sucipto, Study Kelayakan Bisnis (Analisis Integrative Dan Study Kasus), (Malang: UIN 

Maliki Press, 2010) 121. 
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Struktur Organisasi PT.Cakra Satya Internusa Cabang Sidoarjo
78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.1 Gambar Struktur Organisasi CSI Cabang Sidoarjo 
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 Kantor PT.Cakra Satya Internusa cabang Sidoarjo yang terletak di Perumahan Deltasari Indah 

Blok AT No.16, Waru, Sidoarjo. 

 

DWI AGUNG 

CHAPTER COMMANDER 

 

MADE BUDI S. 

MOBILE SITE COMMANDER 

 

TRISNA 

ADMIN 

 

ABRIYANTO 

ADMIN 

 

FAISOL 

BKO 3 
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BKO 2 
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5. Membangun Sistem Keamanan
79

 

 

   1.2 Gambar Sistem Keamanan CSI Indonesia 

                                                           
79

 https://csiindonesia.com/aboutus, diakses pada tanggal 12 Mei 2018. 
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   1.3 Gambar Operasi Sistem Keamanan CSI Indonesia 

6. Scope Of Services 

Pelayan keamanan merupakan sesuatu pelayanan yang 

diselenggarakan secara sistematis selama 24 jam untuk menciptakan rasa 

aman dan nyaman bagi pengguna jasa di lingkungannya dengan cara 

mencegah terjadinya suatu tindakan pelanggaran hukum secara persuasive 

yang meliputi kegiatan:
80

 

a. Pengawasan terhadap tata tertib 

b. Pencegahan timbulnya tindak kejahatan 

c. Penangkalan dan tindak lanjut terhadap pelanggar hukum 

d. Tindakan koordinasi awal terhadap keadaan darurat 

e. Pengendalian terhadap huru hara 
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f. Pengaturan perparkiran kendaraan 

g. Pengawalan barang dan dokumen berharga 

h. Penangangan kasus 

 

7. Prioritas CSI Indonesia Dalam Pengelolaan Keamanan 

a. Kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana dibekali dengan 

pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang keamanan dan service. 

b. Training intensive untuk seluruh tingkat jabatan yang selalu di 

sesuaikan dengan tingkat kerawanan atau perkembangan dunia sosial 

yang ada. 

c. Pembentukan sistem kerjasama (team work yang kuat). 

d. Reaksi yang cepat dan akurat dalam menangani komplain. 

e. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak berwenang untuk 

memungkinkan hubungan yang baik dan tidak menganggu operasional. 

f. Anggota security sebagai figur yang tidak hanya sekedar menjaga 

keamanan, akan tetapi figur yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

8. Objek Kerja 

CSI Indonesia menerapkan sistem keamanan dimana perpaduan 

antara sistem keamanan elektronik dan sistem satuan pengamanan 

bersinergi secara positif untuk menghasilkan efektiftas dan efisiensi kerja 
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yang diharapkan oleh klien maupun perusahaan baik eksternal maupun 

internal.
81

 

a. Definisi Sistem Keamanan Terpadu 

1) Merupakan perpaduan dari peralatan teknologi dan sumber daya 

manusia yang handal serta dukungan system yang formal dan non 

formal di bidang keamanan dalam satu kesatuan kendali. 

2) Mampu menjamin setiap informasi adalah real time response 

dengan kekuatan dan kemampuan yang tepat serta terjamin dari 

segi hukum. 

3) Sistem ini menjamin akurasi dan keamanan dari alat dan teknologi 

yang digunakan baik dari gangguan secara langsung maupun tidak 

langsung. 

4) Sistem kontrol dan pengamanan yang berlapis-lapis akan 

mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan, terutama yang 

disebabkan tenaga manusia (satpam) di lokasi. 

5) Tersedianya peralatan keamanan tersembunyi yang dapat 

dipergunakan untuk menilai kinerja anggota, dapat pula dijadikan 

bahan bukti bila diperlukan. 

b. Sistem ini dibangun terdiri dari: 

1) Alat keamanan statis 

2) Sistem perparkiran 

3) Unit patroli 

                                                           
81 http://www.cakrasatyainternusa.com/, diakses pada tanggal 04 Mei 2018 
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4) Unit response 

5) Pusat kontrol dan kendali 

6) Back Up dari aparat. (Polisi, Pemadam kebakaran, Ambulance, dll) 

c. Integrated Alarm 

Feature yang dimiliki: 

1) Security Sensor 

a) Intruder Sensor 

b) Magnetic Sensor (dipasang di pintu maupun jendela) 

c) Motion Detector (dipasang di dalam ruangan) 

d) Glass Break Detector 

2) Safety Sensor : 

a) Fire and Smoke Detector 

b) Gas Leak Detector (dipasang di dapur) 

c) Flood Detector (dipasang di kamar mandi / taman) 

3) Remote and Controller :> 

a) Remote Control (untuk meng-ON dan OFF alarm system) 

b) Bus Keypad (untuk mengontrol on memonitor alarm) 

c) Door Acces Control (untuk membuka pintu sekaligus mematikan 

alarm secara otomatis) 

d) RFid maupun keypad 

4) Emergency 

a) Panic Button 

5) Alarm Indicator 
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a) Flashing Lamp (Outdoor maupun Indoor) 

6) Siren (Outdoor) 

a) Report ke monitor station / pemilik via Phone line or GSM 

b) Kirim sms ke owner 

c) Report ke owner via phone or GSM by voice 

 

9. Karyawan dan Waktu Kerja 

Karyawan Gapura Angkasa melakukan pekerjaan dengan waktu 

kerja selama 1 (satu) bulan dengan waktu libur selama 8 (delapan) hari. 

Karyawan Gapura Angkasa melakukan pekerjaan dengan waktu kerja 

selama 8 (delapan) jam dalam sehari terdiri dari 6 sift:
82

 

Sift pertama  (1) : Pukul 03.00 Pagi – 11.00 Siang. 

Sift ke-dua   (2) : Pukul 04.00 Pagi – 12.00 Siang. 

Sift ke-tiga  (3) : Pukul 05.00 Pagi – 13.00 Siang. 

Sift ke-empat   (4) : Pukul 11.00 Siang – 20.00 Malam. 

Sift ke-lima   (5) : Pukul 12.00 Siang – 21.00 Malam. 

Sift ke-enam (6)  : Pukul 13.00 Siang – After Flight habisnya 

penerbangan 

Waktu lembur yang diberikan tergantung waktu yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. 
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10. Pembiayaan 

Pembiayaan yang diberikan oleh PT.Cakra Satya Internusa (CSI) 

kepada Karyawan Gapura Angkasa adalah sebagai berikut: 

a. Gaji Pokok Perbulan 

b. Tunjangan Makan dan Transportasi 

c. Tunjangan Hari Raya 

d. Gaji Lembur 

Dan perusahaan memberikan beberapa fasilitas terhadap 

karyawannya, sebagai berikut: 

a. BPJS Kesehatan, dan 

b. BPJS Ketenagakerjaan
83

 

 

C. Profil Para Karyawan Gapura Angkasa 

1. Nama Karyawan : Yomi Indra Kurniawan, S>.E. 

Tempat/Tgl.Lahir : Sidoarjo, 01 Desember 1994 

Agama   : Islam 

Nomor Karyawan : 011503901322 

Tgl Mulai Bekerja : 08 Januari 2013 (Laki-laki/Perempuan) 

Departemen  : Passasi (Passanger Handling)/ Front Liner 

Jabatan  : Staff 

No. Jamsostek  : 3515160112940002 

Status   :  Belum Kawin   Kawin 
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 Bapak Hartonoh, Wawancara, Sidoarjo, 23 Mei 2018. 
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Alamat Tetap  : Tebel Barat RT.08 RW.01, Gedangan, Sidoarjo. 

Alamat Sekarang : - 

Telp/HP  : 081231551927 

 

 

2. Nama Karyawan : Angga Bagas Setiawan 

Tempat/Tgl.Lahir : Sidoarjo. 12 Maret 1996 

Agama   : Islam 

Nomor Karyawan : 111603904037 

Tgl Mulai Bekerja : 12 Maret 2015 (Laki-laki/Perempuan) 

Departemen  : Airlines Representatif 

Jabatan  : Staff 

No. Jamsostek  : - 

Status   :  Belum Kawin   Kawin 

Alamat Tetap  : Ds. Sidomulyo Rt.06 RW.03, Buduran, Sidoarjo 

Alamat Sekarang : - 

Telp/HP  : 083856222286 

 

3. Nama Karyawan : Hartono Prasetyo 

Tempat/Tgl.Lahir : Sidoarjo, 24 Februari 1994. 

Agama   : Islam 

Nomor Karyawan : 011503901334 

Tgl Mulai Bekerja : 15 November 2012 (Laki-laki/Perempuan) 
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Departemen  : Passasi (Passanger Handling)/Front Liner 

Jabatan  : Staff 

No. Jamsostek  : - 

Status   :  Belum Kawin   Kawin 

Alamat Tetap  : Sedati, Gedangan, Sidoarjo. 

Alamat Sekarang : - 

Telp/HP  : 081234510023 

 

4. Nama Karyawan : Ahmad Taufik Hidayat 

Tempat/Tgl.Lahir : Sidoarjo, 28 Februari 1995 

Agama   : Islam 

Nomor Karyawan : 011503901563 

Tgl Mulai Bekerja : 15 Juli 2015   Laki-laki/Perempuan 

Departemen  : Passasi (Passanger Handling)/Front Liner 

Jabatan  : Staff 

No. Jamsostek  : - 

Status   :  Belum Kawin   Kawin 

Alamat Tetap  : Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo  

Alamat Sekarang : - 

Telp/HP  : 081233292175 

 

5. Nama Karyawan : Muhammad Iqbal 

Tempat/Tgl.Lahir : Sidoarjo, 22 Agustus 1996 
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Agama   : Islam 

Nomor Karyawan : 011503901209 

Tgl Mulai Bekerja : 24 Oktober 2014  Laki-laki/Perempuan 

Departemen  : Passasi (Passanger Handling)/Front Liner 

Jabatan  : Staff 

No. Jamsostek  : - 

Status   :  Belum Kawin   Kawin 

Alamat Tetap  : Yos Sudarso No.97, Sidoaarjo 

Alamat Sekarang : - 

Telp/HP  : 089612712717 

 

D. Akad Perjanjian Kerja Antara PT.Cakra Satya Internusa (CSI) Dengan 

Karyawan Gapura Angkasa 

Perjanjian kerja tidak dimintakan bentuk tertentu. Jadi, dapat 

dilakukan secara lisan, dengan surat pengangkatan oleh pihak majikan atau 

secara tertulis, yaitu surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah 

pihak. Undang-undang hanya menetapkan bahwa jika perjanjian diadakan 

secara tertulis, maka biaya surat dan biaya tambahan lainnya harus dipikul 

oleh majikan.
84

 

Akad yang digunakan dalam penelitian ini adalah akad ija>rah, dimana 

akad ija>rah jasa yang diterapkan karena penelitian ini tentang sewa menyewa 

jasa dan upah yang diberikan. Yang menjadi syarat sahnya akad ija>rah ini 
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 Lanny Ramli, Hukum Ketenagakerjaan (Surabaya: Airlangga University Press, 2008) 24. 
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adalah adanya ija>b qa>bul atau kesepakatan yang terjadi antara dua pihak 

yang bersangkutan, adanya mu’ajir dan musta’jir, objek yang digunakan 

diketahui manfaatnya adalah jasa, dan besaran upah yang telah disepakati. 

Ketika kedua pihak yang berakad sudah saling sepakat, maka saat itu 

perjanjian kontrak yag sudah disepakati telah berlaku. Sebagaimana 

kewajiban mu’ajir dan sebagaimana kewajiban musta’jir memberikan hak 

kepada mu’ajir. 

Persoalan buruh atau ketenagakerjaan merupakan persoalan yang 

cukup banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik ekonomi, 

pemerhati hukum, maupun pengambil kebijakan. Buruh dengan segala 

persoalannya seperti upah yang tidak layak, jaminan kesehatan, sistem 

kontrak dan persoalan lainnya selalu menjadi bahan kajian yang menarik.
85

 

Salah satu faktor yang paling menarik dalam dunia ketenagakerjaan 

adalah upah. Upah bagi buruh atau penerima pekerjaan atau mu’ajir sangat 

penting baginya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sandang pangan, 

biaya sekolah, bahkan untuk cicilan-cicilan tiap bulannya. Akan tetapi 

keadaan yang seperti itu kadang tidak diperhatikan apalagi terpikirkan oleh 

para pengusaha atau pemberi pekerjaan atau musta’jir. Yang mana perilaku 

musta’jir ini tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. 

Secara tidak langsung PT.Cakra Satya Internusa (CSI) dengan 

Karyawan Gapura Angkasa ini telah menggunakan akad Ija>rah sebagaimana 

pengertiannya sudah dijelaskan. 
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 Isnaini Harahap, Hadis Hadis Ekonomi (Jakarta: KENCANA, 2015) 71. 
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E. Aplikasi Akad Antara PT.Cakra Satya Internusa (CSI) Dengan Karyawan 

Gapura Angkasa 

Pembiayaan dalam usaha merupakan hal sangat urgent karena dari 

pembiayaanlah maka perusahaan dapat menjalankan fungsi kerjanya secara 

maksimal dan yang terpenting dapat memenuhi kebutuhan para karyawan 

dalam hal pemberian gaji. 

Seperti yang sedang peneliti kaji saat ini, antara PT.Cakra Satya 

Internusa (CSI) dengan Karyawan Gapura Angkasa. Didalam masalah ini 

PT.Cakra Satya Internusa (CSI) berperan sebagai outsourcing dari Gapura 

Angkasa dan Gapura Angkasa menjadi mitra dari PT.Cakra Satya Internusa 

(CSI). Yang mana PT.Cakra Satya Internusa dan Gapura Angkasa 

menandatangani kontrak kerja selama 4 (empat) tahun diatas materai, 

setelah bersepakat antara kedua perusahaan tersebut kemudian Gapura 

Angkasa menyerahkan beberapa karyawan kepada PT.Cakra Satya Internusa 

(CSI) yang mana karyawan-karyawan tersebut akan mejadi bagian dari 

karyawan PT.Cakra Satya Internusa (CSI). Kemudian PT>.Cakra Satya 

Internusa (CSI) membuat kontrak kerja atau kesepakatan dengan para 

Karyawan Gapura Angkasa, dimana terdapat pasal-pasal atau aturan-aturan 

yang harus dilaksanakan oleh Karyawan yang kewajibannya sebagai pekerja 

begitupun aturan-aturan mengenai kewajiban perusahaan yang harus 

dilakukan dan bertanda tangan materai diatasnya setelah keduanya saling 

menyepakati aturan-aturan tertulis tersebut. 
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Kemudian di tengah-tengah jalannya kontrak kerja tersebut 

dilaksanakan ada beberapa kendala yang melibatkan karyawan-karyawan 

tersebut merasa dirugikan, yang antara lain seperti gaji pokok sering 

terlambat 2 hingga 3 hari dari tanggal gajian yang tersepakati, upah lembur 

terhitung tidak sesuai dan sesekali terlambat memberikannya, dan THR 

diberikan seminggu bahkan 4 hari sebelum hari raya yang semestinya 

diberikan 14 hari sebelum hari raya. Yang mana di awal sebelum melakukan 

perjanjian pernah mengatakan bahwa ketika tanggal gajian bertepatan 

dengan hari libur nasional atau tanggal merah atau weekend maka gaji 

diberikan sehari atau dua hari sebelum tanggal gajian yang sebenarnya dan 

ternyata mundur hingga beberapa hari dan tanpa informasi, tanpa inisiatif 

untuk menangguhkan upah.
86

 Dan karyawan-karyawan tersebut menilai 

bahwa PT.Cakra Satya Internusa (CSI) ini tidak bertanggung jawab atau 

lalai dengan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai atasan atau pemberi 

pekerjaan. Yang mana para karyawan sempat membuat protes terhadap 

PT.Cakra Satya Internusa (CSI) ketika sudah memasuki tanggal gajian dan 

belum juga turun. Dan memberikan alasan yang selalu sama, PT.Cakra Satya 

Internusa (CSI) mengatakan bahwa dari pihak Gapura Angkasa belum ACC 

atau belum dicairkan dana untuk karyawan-karyawan tersebut. Dan Gapura 

Angkasa mengkonfirmasi bahwa dana tersebut akan ditembuskan ke kantor 

pusat (Jakarta) dulu atau ke bagian direksi dahulu kemudian akan diberikan 

kepada outsourchingnya dan pihak Gapura Angkasa mengatakan bahwa akan 
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 Bapak Yomi Indra Kurniawan, Wawancara, Sidoajro, 23 Mei 2018. 
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memberikan secepatnya tapi tidak ada kejelasan yang pasti terlambat berapa 

hari.
87

 Sedangkan pekerja juga butuh haknya untuk menghidupi keluarganya, 

cicilan, serta kebutuhan lainnya yang mendesak tetapi perusahaan 

mengabaikan keluh jesah para pekerja.
88

 

Saat peneliti melakukan penelitian dengan melakukan wawancara 

kepada pihak PT.Cakra Satya Interusa (CSI) yang saat itu ada sebagai admin 

di perusahaan cabang PT.Cakra Satya Internusa (CSI) Sidoarjo tersebut, ada 

beberapa alasan dalam penerapan pengupahan terhadap karyawan Gapura 

Angkasa, yakni: Terjadinya system error atau human error yang terjadi di 

perusahaan, terhambatnya di proses penarikan dalam hal pembiayaan 

PT.Cakra Satya Internusa (CSI) terhadap mitra kerja atau Gapura Angkasa 

yang menggunakan jasa karyawan tersebut.
89

 Hal ini kebanyakan terhambat 

dari proses monitoring yang berwenang menangani hal tersebut, sehingga 

dari lambatnya proses tersebut maka menyebabkan terkendalanya pendanaan 

PT.Cakra Satya Internusa (CSI). Dan karena masalah terhambatnya 

pendanaan tersebut pihak PT.Cakra Satya Internusa (CSI) dengan Gapura 

Angkasa mengalami miss communication diantara keduanya, dimana 

keduanya belum bisa menemukan jalan keluar dari masalah tersebut dan 

saling menyalahkan satu sama lain. Kendala itu lah yang sering kali menjadi 

hambatan PT.Cakra Satya Internusa dalam proses memberikan gaji kepada 
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 Bapak Hartonoh, Wawancara, Sidoajro, 23 Mei 2018. 
88

  Bapak Iqbal R, Wawancara, Sidoarjo, 23 Mei 2018. 
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 Bapak Ab, Wawancara, Sidoarjo, 24 Mei 2018. 
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Karyawan Gapura Angkasa yang telah tersepakati di awal dalam kontrak 

kerja  yang pernah dilakukan.  

Kemudian masalah upah lembur yang terhitung tidak sesuai, menurut 

keterangan pihak PT>.Cakra Satya Internusa (CSI) ada dua macam karyawan 

yang ingin melakukan lembur; pertama, karena loyalitas karyawan tersebut 

kepada perusahaan; kedua, karena karyawan tersebut tidak mengikuti 

prosedur perusahaan sebagaimana mestinya. Yang mana seharusnya para 

karyawan itu harus melalui prosedur perusahaan dengan menyerahkan surat 

lembur kepada pimpinan untuk mengetahui bahwa karyawan tersebut sudah 

melakukan lembur selama berapa jam dan jumlah upah lembur yang harus 

didapat sekian, maka pimpinan akan memberikan upah sesuai degan surat 

lembur tersebut yang diberikan oleh karyawan. Menurut pihak PT.Cakra 

Satya Internusa (CSI) karyawan-karyawan ini sering tidak melakukan 

prosedur tersebut, maka pihak PT.Cakra Satya Internusa (CSI) sendiri pun 

tidak bisa membuat laporan keuangan kepada mitra kerja karena tidak ada 

bukti untuk melaporkan itu.
90

 

Sebenarnya pihak PT.Cakra Satya Internusa (CSI) juga tidak 

menginginkan adanya kendala dalam proses memberikan gaji terhadap 

karyawan-karyawan tersebut karena itu sudah menjadi kewajiban dan 

tanggung jawab yang harus dilaksanakan atas pekerjaan yang sudah 

terselesaikan. Akan tetapi semua itu bergantung pada situasi dan kondisi 

yang berlaku. Bagi PT.Cakra Satya Internusa (CSI) sendiri pun tidak 
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mungkin baginya melakukan penangguhan upah, karena bagi PT.Cakra Satya 

Internusa (CSI) tidak mungkin memakai dana dari mitra lain untuk 

membayarkan upah/penangguhan upah kepada karyawan Gapura Angkasa. 

Mau tidak mau PT.Cakra Satya Internusa (CSI) harus menunggu pengiriman 

dana dari Gapura Angkasa sendiri.
91
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BAB IV 

IMPLEMENTASI PENGUPAHAN PT.CAKRA SATYA INTERNUSA (CSI) 

TERHADAP KARYAWAN GAPURA ANGKASA SIDOARJO DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 

2003 

 

A. Implementasi Pengupahan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) Terhadap 

Karyawan Gapura Angkasa  

Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-

ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan 

kewajiban pekerja serta hak dan kewajiban majikan. Ketentuan-ketentuan ini 

dapat pula ditetapkan dalam suatu perjanjian. Hasil musyawarah antara 

organisasi pekerja dengan pihak majikan. Perjanjian itu disebut perjanjian 

perburuhan. Di samping itu negara mengadakan peraturan-peraturan 

mengenai hak dan kewajiban pekerja dan majikan, baik yang dituruti oleh 

kedua belah pihak maupun yang hanya akan berlaku bila kedua belah pihak 

tidak megaturnya sendiri dalam perjanjian kerja, dalam peraturan majikan 

atau dalam perjanjian perburuhan.
92

 

Suatu hal yang wajar apabila seseorang yang bekerja mengharapkan 

upah dari hasil kerjanya segera dibayarkan tepat pada waktunya sesuai 

dengan perjanjian antara karyawan dan pengusaha, karena upah adalah harga 

yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dan tenaganya. Akan 
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tetapi kadangkala upah yang dinantikan tersebut tidak dapat dibayarkan oleh 

pengusaha sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, hal tersebut 

dapat saja terjadi dan dialami oleh seorang pekerja dimana saja berada. Dan 

pasti ada suatu sebab yang dapat menjadikan pengusaha tidak dapat 

membayar upah pada waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak 

dengan kata lain terjadi penundaan pembayaran upah atau terlambatnya 

membayar upah. 

Keterlambatan pembayaran upah telah dialami oleh pihak 

outsourcing PT.Cakra Sarya Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura 

Angkasa, antara lain: 

1. Adanya human error atau system error yang di alami PT.Cakra Satya 

Internusa (CSI), yang terjadi di perusahaan, terhambatnya di proses 

penarikan dalam hal pembiayaan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) kepada 

mitra kerja atau Gapura Angkasa yang menggunakan jasa karyawan 

tersebut.
93

 Hal ini kebanyakan terhambat dari proses monitoring yang 

berwenang menangani hal tersebut, sehingga dari lambatnya proses 

tersebut maka menyebabkan terkendalanya pendanaan PT.Cakra Satya 

Internusa (CSI). Dengan berbagai macam alasan yang diberikan. 

Sedangkan pihak PT.Cakra Satya Internusa (CSI) tidak bisa memberikan 

hak (upah) karyawan tepat waktu, hak yang harus diberikan tidak 

bersama dengan pihak PT.Cakra Satya Internusa (CSI), maka dengan 

terpaksa pihak PT.Cakra Satya Internusa (CSI) menunda pemberian hak 
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tersebut kepada karyawan sampai mitra kerja tersebut atau Gapura 

Angkasa memberi hak karyawan tersebut kepada PT.Cakra Satya 

Internusa (CSI). 

2. Terjadinya miss communication diantara kedua perusahaan tersebut, 

adanya system error tetapi tidak ada pemberitahuan atau pun komunikasi, 

dan keduanya pun belum bisa menemukan jalan keluar dari masalah 

tersebut dan saling menyalahkan kinerja perusahaan satu sama lain. 

Kendala itu lah yang sering kali menjadi hambatan PT.Cakra Satya 

Internusa (CSI) dalam proses memberikan gaji kepada Karyawan Gapura 

Angkasa yang telah tersepakati di awal dalam kontrak kerja  yang pernah 

dilakukan. Jika terkendala error hingga menghambat proses penarikan 

pembiayaan yang seharusnya diberikan tepat waktu sesuai kesepakatan 

akan tetapi dalam kenyataan terlambat hingga beberapa hari.  

Bagi PT.Cakra Satya Internusa (CSI) sendiri pun tidak mungkin 

baginya melakukan penangguhan upah, karena bagi PT.Cakra Satya 

Internusa (CSI) tidak mungkin memakai dana dari mitra lain untuk 

membayarkan upah/penangguhan upah kepada karyawan Gapura Angkasa. 

Mau tidak mau PT.Cakra Satya Internusa harus menunggu pengiriman dana 

dari Gapura Angkasa sendiri.
94

 

Sebenarnya pihak PT.Cakra Satya Internusa (CSI) juga tidak 

menginginkan adanya kendala dalam proses memberikan gaji terhadap 

karyawan-karyawan tersebut karena itu sudah menjadi kewajiban dan 
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tanggung jawab yang harus dilaksanakan atas pekerjaan yang sudah 

terselesaikan. Akan tetapi semua itu bergantung pada situasi dan kondisi 

yang berlaku.
95

 

Dari masalah atau kesulitan yang dialami oleh pihak PT.Cakra Satya 

Internusa (CSI) tersebut maka sebagai akibatnya adalah terjadi 

keterlambatan pembayaran upah terhadap karyawan Gapura Angkasa. 

 

B. Implementasi Pengupahan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) Terhadap 

Karyawan Gapura Angkasa Menurut Hukum Islam 

Ija>rah yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja 

atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan: pertama, perbuatan 

tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan. Dalam hal yang disebutkan 

terakhir ini tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya. Pendek 

kata, dalam hal ija>rah pekerjaan, diperlukan adanya job discription (uraian 

pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu 

tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab ini cenderung menimbulkan 

tindakan kesewenang-wenangan yang memberatkan pihak pekerja. Kedua, 

pekerjaan yang menjadi obyek ija>rah tidak berupa pekerjaan yang telah 

menjadi kewajiban pihak musta’jir (pekerja) sebelum berlangsung akad 

ija>rah, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, 

menyusui anak dan lain-lain. 
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Selain persyaratan yang berkenaan dengan obyek ija>rah, hukum Islam 

juga mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah (upah atau 

ongkos sewa): Pertama, upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah 

tersebut harus dinyatakan secara jelas. Persyaratan ini ditetapkan 

berdasarkan sabda Rasulullaah yang artinya: “Barang siapa mempekerjakan 

buruh hendaklah menjelaskan upahnya.” Mempekerjakan orang dengan upah 

makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur 

jihalah (ketidak pastian). Ija>rah seperti ini menurut jumhur fuqaha, selain 

Malikiyah, tidak sah. Fuqaha Malikiyah menetapkan keabsahan ija>rah 

tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui 

berdasarka adat kebiasaan. Kedua, upah harus berbeda dengan jenis 

obyeknya.
96

 

Maka jika ija>rah adalah pekerjaan pembayaran upah yang diberikan 

kepada pekerja wajibnya dibayar tepat pada waktunya seusai pekerja 

menyelesaikan pekerjaannya degan baik, wajibnya pemberi pekerjaan atau 

pengusaha adalah memberika upahnya dari hasil kerja keras pekerja tersebut. 

Penghargaan Rasulullah terhadap jasa seseorang terlihat pada 

kenyataan bahwa ia megharuskan orang yang menerima jasa atau layanan 

agar segera membayar upah bagi pemberi jasa tersebut. Orang yang 

memberikan atau menjual jasanya, tentu mengharapkan agar segera dibayar 

dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori 

kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu, menurut 

                                                           
96

 Ghufro A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002) 

185-187. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

79 
 

 
 

Rasulullah, seseorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja sesegera 

mungkin sebelum keringatnya kering. 

رَ أَجْرهَُ : قاَلَ عَنْ عَبْدر اللَّهر بْنر عُمَرَ  ي ْ قاَلَ رَسُولُ اللَّهر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ أعَْطوُْا الَْْجر
فَّ عَرَقهُُ قَ بْلَ  (.رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ ) أَنْ يَرَ  

Artinya: “Dari ‘Abd Alla>h Ibn ‘Umar katanya: Rasulullah SAW. bersabda, 

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” 

(HR. Ibn Ma>jah)
97

 

 

Hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada 

orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai 

dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang 

bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat 

merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak 

terbayarkan. Penundaan pembayara upah itu termasuk kedzaliman yang 

sangat dihindari oleh Nabi, sebagaimana dinyatakan dalam suatu hadist: 

يَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ  ي حَجَمَهُ، وَلَوْ  : عَنر ابْنر عَبَّاسر رَضر ُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ وَأعَْطَى اللَّذر آحْتَجَمَ النَّبِر
هر  (.رَوَاهُ الْبُخَاررىُ )كَانَ حَراَمًا لََْ يُ عْطر  

Artinya: “Dari Abdullah bin Abbas r.a, dia berkata: Nabi SAW pernah 

bercanduk dan memberikan upah kepada orang yang 

mencanduknya. Seandainya hal itu haram tentu beliau tidak 

memberikannya” (HR. Al-Bukha>ri>, nomor hadish 2103).
98

 

 

Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda 

membayar hutangnya yang juga termasuk kedzaliman yang harus dihindari. 
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Jika seseorang berhutang kepada orang lain, maka orang tersebut harus 

segera membayarnya saat ia mampu, sebagaimana sabda Rasulullah: 

يَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ قاَلَ  ِّ ظلُْمٌ : عَنْ أَبِر هُرَيْ رةََ رَضر رَؤَاهُ ) مَطْلُ الْغَنِر
(الْبُخَاررى  

Artinya: “Dari Abu> Hurairah RA. Bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, 

“Orang kaya yang menunda (membayar hutangya) adalah zalim.” 

(HR. Al-Bukha>ri>, nomor hadish 2288).
99

 

 

Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang 

telah diminta jasanya. Menuda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan 

orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja 

kepadanya sangat dimurkai oleh Allah. Orang yang meminta seseorang 

untuk bekerja kepadanya tetapi kemudian ia tidak membayar upah atas 

jasanya itu sangat dibenci oleh Allah da akan menjadi musuhNya di hari 

kiamat kelak. 

Dan Allah berfirman: 

 ياَ أيَ ُّهَا الَّذرينَ آمَنُوا أوَْفُوا برالْعُقُودر 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.” (Q.S. al-

Maidah:1).
100

 

   

Dari dalil-dalil diatas telah menjelaskan kepada kita bahwa sebagai 

orang Islam yang telah paham akan hal upah-mengupah supaya 

menyegerakan dalam memberikan upahnya kepada pekerja yang telah 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Supaya mereka para pekerja bisa 

menikmati hasil jerih payahnya dari pekerjaan tersebut dan memenuhi 
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 Muhammad Shohibbul Tahrah, Al-Qur’anul Karim (Bandung: Roudhotul Jannah, 2009) 106. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

81 
 

 
 

kepentingan pribadi mereka. Jangan sampai menunda membayarkan upahnya 

yang menjadi hak pekerja dan menjadi kewajiban pengusaha apabila kita 

ingin selamat dari murka Allah. 

Upahnya adalah hak bagi mereka para pekerja yang telah bekerja, jika 

mereka bekerja lebih cepat dan pekerjaan selesai lebih cepat maka upahnya 

diberikannya juga cepat. Sama seperti halnya jual beli, ketika membeli 

barang maka barang itu segera diberikan dan uangnya segera diberikan. 

Keterlambatan pengupahan yang terjadi pada PT.Cakra Satya 

Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa apabila dicermati dan 

ditelusuri dari masalah yang peneliti ulas atau penyebab yang melatar 

belakangi terlambatnya pembayaran upah tersebut, maka keterlambatan 

pembayaran upah tersebut bukan disebabkan karena kelalaian atau 

kesengajaan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) dalam memberikan upahnya, 

tetapi karena system error oleh Gapura Angkasa yang tidak segera 

membayarkan upah untuk para karyawan kepada PT.Cakra Satya Internusa 

(CSI). Dan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) pun tidak ada dana yang masuk 

dari Gapura Angkasa untuk memberikan upah kepada karyawan. Secara 

terpaksa PT.Cakra Satya Internusa (CSI) tidak dapat menghindari untuk 

menunda membayarkan upahnya kepada karyawan-karyawan tersebut. Akan 

tetapi PT.Cakra Satya Internusa (CSI) tersebut juga ikut bertanggung jawab 

atas kehidupan pekerja yang dinaungi oleh perusahaan tersebut. 

Bagaimanapun kondisi perusahaan, terjadi masalah yang seperti apa pun, 
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pekerja tetaplah tanggung jawab perusahaan atas hidup, keringat dan tenaga 

yang sudah pekerja berikan sesuai dengan kontrak. 

Maka implementasi keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan 

oleh PT.Cakra Satya Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa 

dalam Hukum Islam tidak ada toleransi atau haram hukumnya, karena sudah 

dijelaskan dalam dalil-dalil diatas bahwa Ija>rah tidak memberikan 

kelonggaran untuk siapapun penyewa jasa seseorang yang tidak segera 

membayarkan upahnya dan penundaan pembayaran upah tentu sangat 

merugikan orag tersebut apalagi jika sangat lama, penundaan pembayaran 

upah tersebut termasuk dzalim yang sangat dihindari Rasulullaah SAW. 

karena didalam masalah tersebut para Karyawan Gapura Angkasa tidak ada 

yang ridla atas masalah tersebut karena mereka juga mempunyai cicilan dan 

kebutuhan yang harus mereka tanggung.
101

 Dan mereka berhak mendapatkan 

apa yang menjadi hak mereka para pekerja. 

 

C. Implementasi Pengupahan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) Terhadap 

Karyawan Gapura Angkasa Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan 

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003, upah adalah hak 

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan da dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
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peraturan perundang-udangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan, 

Pasal 1 ayat (30). Sebagaimana juga yang telah dijelaskan bahwa 

pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain, Pasal 1 ayat (3).
102

 

Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, setiap 

pekerja/buruh berhak memperoleh pengehasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksudnya, jumlah penerimaan 

atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar 

yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.
103

 

Pada dasarnya tidak ada upah apabila tidak ada pekerjaan, dalam 

Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang 

Perlidungan Upah menegaskan bahwa upah tidak dibayar apabila 

pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Dimana ketentuan ini merupakan 

asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh, kecuali apabila 

pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan 

karena kesalahannya.
104
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Dari penjelasan beberapa Pasal diatas, maka memberikan upah 

kepada karyawan merupakan sebuah kewajiban bagi para pengusaha yang 

harus dilakukan karena upah adalah hak para karyawan setelah melakukan 

pekerjaannya. 

Dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 juga 

mengatur bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya 

mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sesuai 

dengan presentase tertentu dari upah pekerja/buruh. Dan menurut Pasal 95 

ayat (4), dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak 

lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan 

pembayarannya.
105

 Maksudnya, didahulukan pembayarannya adalah upah 

pekerja/buruh harus dibayar lebih dulu dari pada utang lainnya.
106

 

Maka dalam keterlambatan pengupahan yang terjadi pada PT.Cakra 

Satya Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa apabila 

dicermati, ditelusuri dari masalah yang peneliti ulas atau penyebab yang 

melatar belakangi terlambatnya pembayaran upah tersebut, maka 

keterlambatan pembayaran upah tersebut bukan disebabkan karena kelalaian 

atau kesengajaan dari PT.Cakra Satya Internusa (CSI) dalam memberikan 

upahnya, tetapi karena system error atau human error oleh Gapura Angkasa 

yang tidak segera membayarkan upah untuk para karyawan kepada PT.Cakra 

Satya Internusa (CSI) dengan memberikan berbagai alasan, saling 
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menyalahkan satu sama lain dan tidak memberikan informasi yang akurat 

tentang masalah tersebut. Dan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) pun tidak 

mendapat pemasukan dana dari Gapura Angkasa untuk memberikan upah 

kepada karyawan-karyawannya. Maka secara terpaksa PT.Cakra Satya 

Internusa (CSI) tidak dapat menghindari untuk menunda membayarkan 

upahnya kepada karyawan-karyawan tersebut. Akan tetapi PT.Cakra Satya 

Internusa (CSI) tersebut juga ikut bertanggung jawab atas kehidupan pekerja 

yang dinaungi oleh perusahaan tersebut. Bagaimanapun kondisi perusahaan, 

terjadi masalah yang seperti apa pun, pekerja tetaplah tanggung jawab 

perusahaan atas hidup, keringat dan tenaga yang sudah pekerja berikan 

sesuai dengan kontrak. 

Seperti yang sudah di atur oleh Pasal 92 ayat (2), bagi pengusaha 

yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan 

upah sebagaimana yang telah diatur.
107

 Akan tetapi bagi PT.Cakra Satya 

Internusa (CSI) tidak mungkin baginya melakukan penangguhan upah, 

karena bagi PT.Cakra Satya Internusa (CSI) sendiri pun tidak mungkin 

memakai dana dari mitra lain untuk membayarkan upah/penangguhan upah 

kepada karyawan Gapura Angkasa. Mau tidak mau PT.Cakra Satya 

Internusa harus menunggu pengiriman dana dari Gapura Angkasa sendiri. 

Dan juga dalam Pasal 95 ayat (2) sudah sangat jelas bahwa 

pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan 

keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sesuai dengan presentase 
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 Ibid, 39. 
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tertentu dari upah pekerja/buruh. Dalam ayat tersebut juga tidak 

menjelaskan batas waktu keterlambatan yang boleh dilakukan, hingga berapa 

jam atau hingga berapa hari perusahaan dapat melakukan penundaan 

pembayaran upah. 

Maka implementasi keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan 

oleh PT.Cakra Satya Internusa (CSI) terhadap Karyawan Gapura Angkasa 

dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah 

terjadinya penyimpangan yang dilakukan walaupun sifat dari PT.Cakra 

Satya Internusa (CSI) dalam masalah ini adalah terpaksa, bukan karena 

seperti yang dijelaskan dalam Pasal 95 ayat (2) adalah sifatnya kesengajaan 

atau kelalaian. Para pekerja juga mempunyai hak atas tenaga dan keringat 

yang mereka berikan untuk perusahaan.  

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

87 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa analisa yang telah peneliti paparkan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keterlambatan pengupahan yang dilakukan oleh PT.Cakra Satya 

Internusa (CSI) karena terjadinya system error.108
 Dan diantara keduanya 

mengalami miss communication, dimana keduanya tidak mengkonfirmasi 

dari masalah tersebut dan mengalami salah paham. Kendala itu lah yang 

sering kali menjadi hambatan PT.Cakra Satya Internusa (CSI) dalam 

proses memberikan gaji kepada Karyawan Gapura Angkasa yang telah 

tersepakati di awal dalam kontrak kerja  yang pernah dilakukan.  

2. Menurut Hukum Islam tidak diperbolehkannya jika menunda pembayaran 

upahnya kepada pekerja/buruh, sedangkan pengusaha mampu memberikan 

upahnya pada saat itu. Keterlambatan upah yang dilakukan PT.Cakra 

Satya Internusa (CSI) tidak ada unsur kesengajaan, tetapi tetap saja 

haram hukumnya dalam Islam walau karena terpaksa. Menurut Undang-

Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 95 ayat (2) 

bahwa pengusaha yang karena sengaja megakibatkan keterlambatan 

pembayaran upah dikenakan denda sesuai presentase dari upah 

pekerja/buruh. Keterlambatan upah yang dilakukan oleh PT.Cakra Satya 

                                                           
108

 Bapak Ab. Wawancara, Surabaya, 24 Mei 2018. 
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Internsua (CSI) sifatnya terpaksa. Dan penundaan pembayaran upah ini 

tetap saja menyimpang dari aturan yang sudah dipaparkan dalam Undang-

Undang tersebut. 

 

B. Saran 

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demikian maka 

disarankan: 

1. Sebaiknya pihak outsourcing ini atau PT.Cakra Satya Internnusa (CSI) 

memberikan ketegasan terhadap mitranya atau Gapura Angkasa tersebut 

untuk segera memberikan upah yang merupakan hak dari para karyawan 

yang dibawahi oleh PT.Cakra Satya Internusa (CSI) tersebut supaya para 

karyawan tersebut tidak merasa dirugikan oleh perusahaan. 

2. Sebaiknya jika mitra tersebut mengalami system error segera 

menghubungi pihak outsourcing untuk memberi informasi bahwa mitra 

mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana kepada perusahaan 

outsourcing tersebut. Supaya tidak terjadi kesalah pahaman yang terjadi 

diantara kedua pihak atau menghindari miss communication. 

3. Sebaiknya jika terjadi system error segera memberi informasi kepada para 

karyawan bahwa upah mereka akan terlambat beberapa hari kedepan, 

tidak sesuai dengan kontrak yang pernah mereka sepakati sebelumnya. 

Atau membuat kesepakatan baru dengan memberikan upah penangguhan, 

setidaknya bisa memenuhi kebutuhan para karyawan meski belum 

sepenuhnya.
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